
  42   BAB III 
AL-QAWA’ID AL-FIQHIAH DAN AL-TAQ’ID AL-FIQHY 

 
 
A. Al-Qawa’id al-Fiqhiah 

1. Pengertian  Al-Qawa’id al-Fiqhiah Al-Qawâ’id merupakan jamak dari qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologi (asal usul kata) dan terminologi (istilah). Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawâ’id al-bait, yang artinya fondasi rumah, qawâ’id al-dîn, artinya dasar-dasar agama, qawâ’id al-îlm, artinya kaidah-kaidah ilmu. 1 Arti ini digunakan di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26:2 
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��$�7ִ%���� 89:;<     Artinya; “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".  (QS. Al-Baqarah; 127)                                                  1 Ali Ahmad Al-Nadwi. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirasat Muallafatiha, Adilllatuha, Muhimmatuha, Tathbiquha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), h. 39. Lihat pula Muhammad al-Ruki. Qawâ’id Al-Fiqhi al-Islami, (Beirut : Dâr al-Qâlam, 1419 H/1998 M), cet. I, hlm. 107. 2Abd al-Aziz Muhammad Azzam. Qawa’id al-Fiqh al-Islami Dirasah ‘Ilmiyyah Tahliliyyah Muqaranah, (Kairo: Maktabah al-Risalah al-Dauliyyah, 1999), h. 9.  



43  Al-Tsa’labi dengan mengutip penjelasan Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan al-Qawa’id min al-bait adalah “pondasi (al-Ushul) yang dibuat sebelum rumah tersebut dibangun”.3 Ibnu Katsir (w. 774H) menjelaskan bahwa al-Qawa’id bentuk jama’ dari kata qaidah yang berarti pagar (al-sariah) dan pondasi (al-asas).4 Maksudnya adalah setelah Ibrahim dan Ismail membuat pondasi dan membangun Baitullah (Ka’bah), keduanya lalu berdo’a; "Ya Tuhan Kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Nash lain yang menggunakan kata al-Qawa’id adalah firman Allah pada surat al-Nahl ayat 26; 
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8:�<     Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (QS. Al-Nahl; 26)  Al-Baghawi (w. 516H) menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Namrud ibn Kan’an dan pengikutnya. Mereka membangun istana-istana atau rumah-rumah yang megah agar merasa aman dari azab Allah dan menentang rasul-Nya. Allah menghancurkan istana mereka dari                                                  3Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tsa’labi al-Naisaburi. Al-Kasysyaf wa al-Bayan, Juz 1, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 2002), h. 274. 4 Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur’an al-Azhim, juz 1, (T.Tp: Dar Thaibah, 1999), h. 427.  



44  fondasinya dan atapnya ditimpakan kepada mereka sebagai azab dari Allah.5  Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan.6 Hal ini sejalan dengan maksud dari kaidah fiqh (al-Qawa’id al-Fiqhiah), yaitu sebagai fondasi dalam menetapkan hukum-hukum juz’i atau hukum-hukum yang ditetapkan dalam fiqh Islam.  Terdapat banyak definisi kaidah  dari para ahli ushul,diantaranya : جزئياته جميع على ينطبق كلي حكم “Hukum yang bersifat kulli (general law) yang meliputi semua bagian-bagiannya”.7 منها احكامها تفهم كثيرة جزئيات على ينطبق الذي الكلي الامر “Ketentuan universal yang bisa bersesuaian dengan bagian-bagiannya serta bisa dipahami hukumnya dari perkara tersebut”.8 Sedangkan arti fiqhiyah diambil dari kata fiqh yang diberi tambahan ya’ nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara etimologi makna fiqh lebih dekat dengan makna ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para sahabat. Makna tersebut diambil dari firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 122 :                                                  5 Abu Muhammad al-Husain ibn Mas’ud al-Baghawi. Ma’alim al-Tanzil, Juz 5, (T.Tp: Dar Thaibah, 1997), h. 16. 6 Abd al-Aziz Muhammad Azzam. Loc. Cit. 7Fatihi Ridwan, Min Falsafati al-Tasyri Islami, (Kairo : Dâr al-Kitab al-Arabi, 1969), h. 171-172. 8Taj al-Dîn ‘Abd al-Wahab al-Subki, al-Asybah wa al-Nadzâhir, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), h. 23. 
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	F 89::<     Artinya;  “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. Al-Taubah; 122)  Rasulullah Saw bersabda:   ِهينِ «  -صلى االله عليه وسلم-عَنْ أَبىِ هُريَْـرةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهْهُ فىِ الدراً يُـفَق  .Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah maka akan dimudahkan dalam urusan agama” (HR. Bukhari, Muslim,dan Ibnu Majah) Al-Qawâ’id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Secara terminologis, Menurut Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, Kaidah-Kaidah Fiqh (al-Qawa'id al-Fiqhiah) adalah kaidah-kaidah makro atau frekuentif yang mengatur persoalan-persoalan mikro fiqh yang serupa.10  Abdul Aziz Muhammad Azam mendefinisikan, al-Qawa'id al-Fiqhiah adalah “Ketetapan yang kulli yang diatur di bawahnya hukum-                                                 9 Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini. Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 365. Hadits semakna dapat dilihat pada Imam Bukhari. Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanih wa Ayyamih, Juz 11, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422H), h. 217. Imam Muslim. Shahih Muslim, Juz 2, (Riyadh: Dar Thaibah, 2006), h. 718. 10 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam. Qawa'id Fiqhiyyah, terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 1“  9.»مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيـْ



46  hukum juz’i (hukum fiqh mikro), yang mana hukum fiqh dapat diketahui melalui kaidah-kaidah tersebut. Dan kaidah-kaidah ini biasanya didasarkan pada sebagian besar hukum juz’i (hukum fiqh mikro)”. 11 Tidak jauh berbeda dengan ini, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan kaidah fiqh adalah “hukum kulli (komprehensif) yang terimplementasi pada seluruh bagiannya atau sebagian besarnya agar dapat diketahui hukumnya dari hukum kulli tersebut.”12 Kaidah-kaidah fiqih  merupakan instrumen yang membantu seorang  faqih untuk memahami masalah-masalah partikular , masalah-masalah yang mirip  dan serupa di dalam seluruh pokok bahasan fiqh. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqih akan didapatkan titik temu  dari masalah-masalah fiqih  dan dapat menerapkan fiqih dalam waktu dan tempat yang berbeda  untuk kasus, keadaan,  dan adat istiadat yang berlainan dan dapat memberikan solusi terhadap problem yang terus muncul dan berkembang.   Kaidah-kaidah fiqih  identik dengan apa yang oleh pakar hukum positif disebut sebagai “teori hukum”. Sebab dengan melihat sekilas substansi keduanya, bahwa keduanya merupakan asas yang menjadi landasan hukum partikular berbagai topik permasalahan yang memiliki kemiripan.13                                                   11 Abdul Aziz Muhammad Azam. Op. Cit, h. 10. 12 Abdul Karim Zaidan. Pengantar Studi Syari’ah, Terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 108. 13 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam. Op. Cit,  h. 3    



47  Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, dengan mengutip Imam Ahmad bin Idris Al-Qurafi, menyatakan bahwa Ushul al-Syari’ah (dasar-dasar syari’at Islam) terdiri atas dua bagian, yaitu: Ushul al-Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyah. Ushul al-Fiqh14 ialah kaidah-kaidah hukum yang dipetik dari bahasa Arab itu sendiri. Misalnya lafazh ditinjau dari segi makna yang sengaja diciptakan, ada lafazh muthlaq, muqayyad, umum, khusus, amar, nahyi dan lain-lain. Qa’idah Fiqhiyah ialah kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik yang telah ditunjuk oleh nash yang sharih maupun yang belum ada nashnya sama sekali.15 Rahmat Syafe’i, menyebutkan kaidah fiqh adalah salah satu cabang dari ilmu syari’at. Tak heran kalau ulama mazhab yang empat sangat menjunjung tinggi ilmu ini.16  Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya  berpangkal kepada lima Kaidah pokok . Kelima Kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam Kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebutkan kaidah pokok ini dengan istilah al-qawa’id al-khams  (kaidah-kaidah yang lima). Ibnu Nujaim ( w 970 ) dan mazhab Hanafi menambah satu kaidah lagi yaitu OP Mاب اGL M اGHIJت   ( tidak ada pahala                                                  14 Lihat Syarifuddin, Amir, 2009, Ushul Fiqh, Jilid 1, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 41   15 Yahya, Mukhtar. dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Cet. 4, (Bandung: Alma’arif, 1997), hal. 485 16 Syafe’i. Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, Cet. 3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 255  



48  kecuali dengan niat ) sehingga menjadi enam Kaidah yang disebut dengan istilah al-qawa’id al-asasiyyah  
2. Term-term yang Terkait dan Perbedaannya dengan al-Qawa'id          

al-Fiqhiah 

a. Al-Dhawabith al-Fiqhiah. Sebagian besar ulama membedakan Al-Dhawabith al-Fiqhiah dengan al-Qawa'id al-Fiqhiah, di antaranya; al-Subki, Ibnu Nujaim, al-Suyuthy dan lainnya.17 Jazuli menjelaskan bahwa al-Dhawabith al-Fiqhiah merupakan kaidah-kaidah yang mengumpulkan cabang-cabang dari satu bab fiqh.18 Term al-Dhawabith dimaknai lebih khusus dari pada Qawa’id (kaidah). Ia dirumuskan untuk menyelesaikan hukum-hukum furu’.19 Al-Dhawabith al-Fiqhiah lebih sempit cakupannya dari al-Qawa'id al-Fiqhiah.  Utsaimin menjelaskan dua hal yang membedakan keduanya, yaitu; 1) Kaidah menghimpun berbagai hukum furu’, ia meliputi banyak masalah hukum. Sedangkan dhabith dikhususkan untuk satu bab fiqh, ia dijadikan sebagai ‘illat dari berbagai                                                  17Ali Ahmad Al-Nadwi. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirasat Muallafatiha, Adilllatuha, Muhimmatuha, Tathbiquha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), h. 46-47. 18 Lihat A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 178. 19 Ruki. Op. Cit, h. 51. 



49  masalah pada bab tersebut, bahkan terkadang dhabith hanya digunakan untuk menetapkan satu hukum furu’. 2) Secara umum, kaidah disepakati substansinya di antara mazhab-mazhab, sedangkan dhabith biasanya dirumuskan oleh mazhab tertentu.20  Namun sebagian ulama menyamakan keduanya, di antaranya; al-Fayumy, al-Nabulisiy, dan Imam Nawawi21.  
b. Al-Nazhriat al-Fiqhiah . Ruki mengungkapkan bahwa sebagian peneliti menyamakan antara al-Qawa'id al-Fiqhiah (kaidah fiqh) dengan al-Nazhriat al-Fiqhiah (teori fiqh). Mereka menjelaskan bahwa kaidah fiqh merupakan hakikat dari teori fiqh. Abu Zahrah ketika mendefinisikan kaidah fiqh adalah sekumpulan hukum-hukum yang mirip dan merujuk kepada satu qiyas yang menghimpunnya atau kepada dhawabith yang menghubungkannya, seperti tinjauan umum mengenai kaidah kepemilikan menurut syara’, jaminan, khiyar dan sebagainya. Kaida merupakan buah (hasil) dari hukum-hukum fiqh yang juz’i. Seorang faqih berijtihad untuk menyelesaikan berbagai masalah, lalu ia menghubungkan hukum-hukum juz’i tersebut dengan kaidah yang                                                  20 Syaikh Utsaimin dalam Syaikh al-Sa’dy. Op. Cit, h. 8. 21 Ruki. Op. Cit, h. 51-52. 



50  dapat menetapkan hukumnya atau dengan teori yang menghimpunnya.22  Ruki dengan lebih jelas menghubungkan antara al-Qawa'id al-Fiqhiah (kaidah fiqh) dengan al-Nazhriat al-Fiqhiah (teori fiqh), bahwa ushul fiqh menjadi dasar dalam mengistinbath hukum-hukum furu’, lalu setelah terhimpun hukum-hukum yang beragam tersebut, lalu ia menghubungkannya, dan menghimpunnya dalam satu kaidah umum, itulah yang disebut dengan teori fiqh.23 Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa al-Qawa'id al-Fiqhiah (kaidah fiqh) digunakan untuk membangun al-Nazhriat al-Fiqhiah (teori fiqh). Namun sebagian ulama melihat kesamaan keduanya, seperti Nuhammad Yusuf Musa, Muhammad Mushtafa Syalabi, dan lainnya.      
c. Al-Qawa’id al-Ushuliah. Qawa'id Ushuliah adalah hukum kulli yang menghantarkan faqih kepada istinbath hukum-hukum syara' dari dalilnya yang terperinci. Ruang lingkupnya adalah dalil dan hukum seperti amr itu menunjukan wajib, nahyi menunjukan haram, dan wajib mukhayar bila telah dikerjakan sebagian orang, maka yang lainya bebas dari tanggung jawab. 24                                                   22 Abu Zahrah. Ushul al-Fiqh, (T.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 10. 23 Ruki. Op. Cit, h. 52. 24 Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani. Qawa'id al-Maqashidi 'inda al-Imam al-Syathibi, 'Ardhan, wa Dirasatan, wa Tahlilan, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 33. 



51  Ali Ahmad al-Nadwi memerinci perbedaan antara kaidah ushul dan kaidah-kaidah fikih25. 1) Kaidah-kaidah ushul adalah timbangan dan patokan untuk melakukan istinbath al-ahkam secara benar. Dengan ushul fiqh digali hukum-hukum dari dalil-dalilnya, seperti hukum asal dari kata perintah (al-amr) adalah wajib, kata-kata larangan menunjukkan haram. 2) Kaidah ushul fiqh meliputi semua bagian, sedang kaidah fikih hanya bersifat aglabiyah (pada umumnya), sehingga banyak sekali pengecualiannya. 3) Kaidah ushul fiqh adalah cara untuk menggali hukum syara’ yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. 4) Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu’. Sedangkan kaidah fikih muncul setelah furu’. 5) Kaidah-kaidah ushul  menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah tadi. 
3. Sumber Al-Qawa’id al-Fiqhiah                                                  25 Ali Ahmad Al-Nadwi. Op. Cit, h.  68-69. 



52  Al-Utsaimin membagi sumber kaidah fiqh kepada dua sumber, yaitu; a. Kaidah-kaidah yang bersumber dari nash syara’. b. Kaidah-kaidah yang dikeluarkan ulama secara istiqra’i dari hukum-hukum juz’i. 26   Al-Bahisin menjelaskan bahwa secara global, kaidah fiqh bersumber kepada dua sumber, yaitu; nash dan istidlal.27 Termasuk nash dalam konteks ini adalah; a. Nash-nash Syari’. Kaidah fiqh terkadang diambil secara langsung dari al-Qur’an dan Sunnah. Terkadang didapatkan secara istiqra’ dalam beberapa ayat dan hadits. b. Nash-nash Sahabat dan Tabi’in. c. Nash-nash para ulama mujtahid. Yang termasuk kepada sumber istidlal adalah; a. Istishhab. b. Qiyas dan Tahqiq al-Manath. c. Pertimbangan akal. d. Tarjih antara dua hukum juz’i yang bertentangan28  
4. Manfaat Al-Qawa’id al-Fiqhiah                                                  26 Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin dalam al-Sa’di. Al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah,  wa al-Furuq wa al-Taqasim al-Badi’ah al-Nafi’ah, (T.tp: Maktabah al-Sunnah, t.th), h. 6. 27 Ya’kuf ibn Abd al-Wahhab Al-Bahisin. Al-Mufashshal fi al-Qawa’id al-Fiqhiah, (Riyadh: Dar al-Tadmuriah, 2011), h. 99. 28 Ya’kuf ibn Abd al-Wahhab Al-Bahisin. Loc. Cit. 



53  Berbagai ungkapan para ulama tentang kepentingan dan manfaat dari kaidah-kaidah fikih. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa “kaidah fiqh memiliki kedudukan penting dalam fiqh Islam, yaitu membantu pembentukan bakat fiqh bagi pengkaji fiqh, membantu mengetahui hukum-hukum juz’iyah, dan menjelaskan konsepsi dan pemikiran hukum dalam fiqh Islam.”29  Ali Ahmad al-Nadwi merumuskan beberapa manfaat kaidah fiqh,  antara lain : a. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab, kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. b. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. c. Dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih, dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. d. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.                                                  29 Abdul Karim Zaidan. Op. Cit, h. 109. 



54  e. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (rûh al-hukm) yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fikih. f. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih di samping kaidah-kaidah ushul, akan memiliki keluasaan ilmu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan.30 Sedikitnya ada empat manfaat kaidah fiqh yang dikemukakan oleh A.Djuzuli, antara lain: a. Dengan mengetahui kaidah - kaidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh. Sebab dengan kaidah-kaidah fiqh itu berkaitan materi fiqh yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah fiqh kita mengetahui benang merah yang mewarnai fiqh dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh. b. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi yaitu dengan memasukkannya atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fih yang ada. c. Dengan kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan, dan adat yang berlainan. d. Meskipun kaidah-kaidah fiqh itu merupakan teori-teori fiqh yang di ciptakan oleh ulama, tetapi kaidah-kaidah yang sudah mapan asalnya                                                  30 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 291. 



55  dari dalil-dalil kulli yang ada dalam al-Qur’an atau al-Sunnah. Dilihat dari sisi ini penggunaan kaidah fiqh yang sudah mapan sebenarnya mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah juga, meskipun dengan cara yang tidak langsung.31    
5. Jenis-Jenis Al-Qawa’id al-Fiqhiah Menurut Ali Ahmad al-Nadwi dalam kitabnya al-Qawa’id al-fiqhiyyah berdasarkan cakupannya yang luas terhadap cabang dan permasalahan fiqh, serta berdasarkan disepakati atau diperselisihkannya qawa’id fiqhiyyah tersebut oleh madzhab-madzhab atau satu madzhab tertentu, terbagi pada 4 bagian, yaitu32 : Pertama, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Asasiyyah al-Kubra, yaitu kaidah-kaidah fiqh yang bersifat dasar dan mencakup berbagai bab dan permasalahan fiqh. Kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh madzhab. Yang termasuk kategori ini adalah : 1)  Al-Umuru bi maqashidiha.2) Al-Masyaqqatu Tajlib at-Taysir.. 3)  Adh-Dhararu Yuzal, 4)    Al-’Adatu Muhakkamah 5) Al-Yaqinu la Yuzalu bi asy-Syakk.33  Kedua, Al-Qawa’id al-Kulliyyah : yaitu qawa’id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan                                                  31 Djazuli. A,  Ilmu Fiqh..., Op. Cit, hal. 105-106  32 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 313. 33 Ali Ahmad al-Nadwi. Loc. Cit. Lihat Juga Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin dalam al-Sa’di. Op. Cit, h. 7. 



56  cakupannya lebih sedikit dari pada qawa’id yang lalu.34 Seperti kaidah : al-Kharaju bi adh-dhaman/ Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah : adh-Dharar al- Asyaddu yudfa’ bi adh-Dharar al-Akhaf Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan. Banyak kaidah- kaidah ini masuk pada kaidah yang lima, atau masuk di bawah kaidah yang lebih umum. Ketiga, Al-Qawa’id al-Madzhabiyyah (Kaidah Madzhab), yaitu kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian madzhab, tidak pada madzhab yang lain.35 Kaidah ini terbagi pada 2 bagian : 1) Kaidah yang ditetapkan dan disepakati pada satu madzhab, 2) Kaidah yang diperselisihkan pada satu madzhab.  Misalnya, kaidah : ar-Rukhash la Tunathu bi al-Ma’ashiy Dispensasi tidak didapatkan karena maksiat. Kaidah ini masyhur di kalangan madzhab Syafi’i dan Hanbali, tidak di kalangan mazhab Hanafi, dan dirinci di kalangan madzhab Maliki.  Keempat, Al-Qawa’id al-Mukhtalaf fiha fi al-Madzhab al-Wahid, yaitu kaidah yang diperselisihkan dalam satu madzhab. Kaidah-kaidah itu diaplikasikan dalam satu furu’ (cabang) fiqh tidak pada furu’ yang lain, dan diperselisihkan dalam furu’ satu madzhab.36 Misalnya, kaidah : Halal-’Ibroh bi al-Hal aw bi al-Maal?/Apakah hukum yang dianggap itu pada waktu sekarang atau waktu nanti? Kaidah ini diperselisihkan pada                                                  34 Ali Ahmad al-Nadwi. Loc. Cit. Lihat Juga Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin. Loc. Cit. 35 Ali Ahmad al-Nadwi. Loc. Cit. Lihat Juga Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin. Loc. Cit. 36 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 314. Lihat Juga Muhammad Ibn Sholeh al-Utsaimin. Loc. Cit. 



57  madzhab Syafi’i. oleh karena itu pada umumnya diawali dengan kata :hal (apakah).37  Berikut akan dijelaskan mengenai Qawa’id Asasiah dan Qawaid Fur’iah. Seperti dijelaskan sebelumnya, kebanyakan ulama mengembalikan segala qa’idah fiqhiyah kepada lima kaidah yang mereka pandang sebagai dasar dan sendi bagi segala hukum fiqih. Mengembalikan segala hukum fiqih kepada lima kaidah pokok, tetapi bila diuraikan secara rinci, hukum-hukum fiqih itu kembali kepada beratus-ratus qa’idah. Kaidah-kaidah tersebut dikatakan sebagai kaidah induk karena berpuluh-puluh qa’idah fiqhiyah yang lain bernaung dan dapat dikembalikan kepadanya. Lima kaidah di atas disebut juga dengan Qawa’id al-Khams al-Kubro. Qawa’id Kulliyat, atau Qawa’id Asasiah. Lima kaidah yang menjadi dasar bagi kaidah-kaidah yang lain,38 yaitu: a. Kaidah Pertama. 37                                                  39اصدهاالأمور بمق Lihat juga Sholeh ibn Muhammad ibn Hasan al-Asmiri. Majmu’ah al-Fawaid al-Bahiah ‘ala Manzhumah al-Qawa’id al-Bahiah, Juz 1, (T.tp: Dar al-Shami’i, 2000), h. 21.  38 Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam, Ed. 2, Cet. 2, (Semarang: Putra Rizki Putra, 2001), hal. 368   39 Imam al-Suyuthi. Al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1403H), h. 8. Lihat juga Taj al-Din Ibnu al-Subki. Al-Asybah wa al Nazhair, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), h. 67. 'Ila al-Din Abi al-hasan Ali ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hambali. Al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh, Juz 8, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), h. 3838. ‘Ali Muhammad al-Nadwi. Al-Qawa'id al-Fiqhiah; Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasat Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha,  (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), h. 100. Shalih ibn Ghanam al-Sadlan. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah al-Kubro wa ma Tafarra’a ‘anha, (Riyadh: Dar Balansiah, 1417H), h. 9. Muhammad Utsman Shibri, Qawaid  Kuliyyah wa Dhawabith Fiqhiyyah Fi Syari’atul Islam. ( Beirut: Darun Nafais,  t.th ),  h. 93. Abdul Aziz Muhammad Azmi. Qawaid fiqhiyyah. (Kairo: Darul hadist, t th )  h. 81. Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Qawaid Fiqhiyyah, Terj. Wahyu Setiawan  (Jakarta: Amzah, 2009 ), h. 6. 



58  “Segala urusan tergantung kepada tujuannya” 
1) Penjelasan Kaidah Kaidah GھZ[G\]LرO_Mا ini merupakan kaidah yang penting dalam fiqih Islam. Karena banyaknya penggunaan Kaidah ini dalam aplikasi fiqh.  Kaidah ini  secara bahasa terdiri dari dua lafadz  yaituرO_Mا  dan  GھZ[G\]Jا .  Kata رO_Mا merupakan bentuk jamak dari `_ا    yaitu  lafadz yang umum untuk menunjukan  semua  perkataan dan perbuatan.40 Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam kata رO_Mا   maknanya adalah perbuatan  yaitu segala  perbuatan anggota tubuh  yang meliputi semua perkataan dan perbuatan.41 Kata  Z[G\]Jا diambil dari kata Zab, Za\c, اZab, yang diartikan niat , keinginan, tekad. Dalam pembahasan Kaidah ini Z[G\]Jا  lebih diartikan sebagai niat yang menurut istilah adalah adanya maksud  manusia dengan perkataan dan perbuatan terhadap apa yang diinginkannya.42 . Kaidah GھZ[G\]LرO_Mا  adalah Kaidah yang mengatur hukum yang timbul dari suatu perbuatan atau perkataan mukallaf  tergantung pada maksud dan niat dari  perkara tersebut, niatnya untuk ibadah atau bukan, taat atau maksiat,  halal atau haram,  dan  niatnya baik atau buruk.  Tidak dibedakan antara perkataan atau perbuatan.                                                    40 Muhammad Utsman Shibri, Qawaid  Kuliyyah wa Dhawabith Fiqhiyyah Fi Syari’atul Islam. ( Beirut .,Darun Nafais,  t.th )  h 93   41 Abdul Aziz Muhammad Azam. Qawaid al-Fiqhi al-Islami, Dirasah ‘Ilmiah Tahliliah Muqaranah, (Kairo. Maktabah al-Risalah al-Dauliah, 1999), h. 77.  42 Muhammad Utsman Shibri, Op. Cit, h. 94  



59  Seseorang yang dengan segala ketundukannya kepada Allah meninggalkan sesuatu yang dilarang syar’i maka perbuatannya itu mendapat pahala tetapi bila dia meninggalkan sesuatu karena tabiat atau perasaan jijik, itu dinilai sebagai perbuatan biasa dan merupakan tabiat manusiawi yang tidak berpahala. Misalnya, bila seseorang tidak memakan bangkai karena keyakinannya hal itu dilarang oleh nash maka ia mendapat pahala. Bila ia tidak melakukan karena faktor psikologis yang ada pada dirinya, ia tidak memperoleh pahala.43  Niat yang terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Nilai dari perbuatan itu sebagai amal syariat atau perbuatan kebiasaan dan status hukumnya,  wajib atau sunat atau lainnya ditentukan oleh niat pelakunya.  Imam Ahmad sependapat dengan Syafi’i bahwa hadist niat salah satu dari tiga hadist yang menjadi tempat pengembalian seluruh hukum Islam. Menurut Al-Baidhawy (w. 685H) secara syara’ niat adalah  keinginan atau usaha untuk melakukan perbuatan- perbuatan  baik demi mendapatkan ridha Allah  dan mengaplikasikan hikmah-hikmahnya.44. Diantara  kaidah-kaidah niat adalah;  a) Menurut mazhab Hanafi dua Kaidah asasi yang berkenaan dengan niat : Pertama tidak ada pahala    untuk pekerjaan yang                                                  43 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam., Qawaid Fiqhiyyah Terj. Wahyu Setiawan  ( Jakarta:, Amzah, 2009 ), h.  6. 44  Ibid …, h. 12 



60  dilakukan tanpa niat dan yang kedua setiap perkara tergantung pada niatnya  b) Imam Syafi’i hanya mengemukakan satu kaidah asasi  tentang niat bahwa setiap perkara tergantung pada niatnya45  Pada dasarnya ibadah itu ada yang membutuhkan niat dan ada pula yang  tidak membutuhkannya. Ibadah yang membutuhkan niat adalah ibadah yang amaliyah yang memerlukan penjelasan tertentu  secara khusus. Misalnya niat sholat wajib atau sunat, sholat Asyar atau sholat Magrib. Ibadah yang tidak membutuhkan niat  diantaranya : a) Suatu perbuatan yang merupakan ibadah  dan bukan adat sehingga tidak tercampur dengan ibadah lain. Hal ini tidak membutuhkan niat  seperti  imam kepada Allah, ma’rifah, khauf, raja’, baca Quran dan zikir. 46  Iman kepada Allah cukup dilakukan dengan bacaan syahadatain  dan tiap hari tidak perlu melakukan niat untuk beriman kepada Allah. b) Tidak perlu niat dalam meninggalkan perbuatan – perbuatan terlarang. Karena tidak melakukan perbuatan tersebut maksudnya sudah tercapai. Namun bila ia meninggalkan zina atau minum khamar karena Allah, ia mendapatkan pahala47 c) Hal-hal yang mubah tidak memerlukan niat seperti makan, minum,  namun bila diniatkan untuk ketaatan kepada Allah,                                                      45 Jaih Mubarok ,  Kaidah fiqh..., h.  116 46 Abdul Aziz Muhammad Azzam. Op. Cit, h. 83. 47 Ibid. 



61  akan memperoleh pahala. Bila seseorang menikah untuk melaksanakan sunnah, menjaga diri, mendapatkan anak yang sholeh atau untuk membanyak umat, pernikahannya itu termasuk ibadah dan akan mendapatkan pahala.48   2) Dasar Kaidah Kebanyakan literatur Qawa’id Fiqhiah ketika menjelaskan dalil dari kaidah di atas langsung menyebutkan hadits riwayat Umar ibn Khatthab. Ali Ahmad al-Nadwi, selain menyebutkan hadits tersebut juga menyebutkan ayat-ayat al-Qur’an yang dapat dijadikan dalil kaidah, antara lain;      a) Surat Al-Nisa ‘ ayat 100;49 
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�|☺$�YN, 89rr<    Artinya :.   Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.                                                   48 Ibid. 49 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 247. 



62  Ayat ini menjelaskan anjuran untuk mengikhlaskan niat. Al-Thabari ketika menafsirkan ayat ini mengungkapkan bahwa siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, akan mendapatkan pahala.50 b) Surat al- Bayyinah  ayat 5; 
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ִ"���	��� ����$ �dִ☺�$	����� 8�<     Artinya :    Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.  Ayat ini menjelaskan siapa yang hijrah dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia menerima pahala hijrah sesuai niatnya. Asbabun Nuzul ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku Khuza’ah. Ketika kaum muslimin menerima perintah hijrah ke Madinah, laki-laki tersebut dalam kondisi sakit Kemudian dia meminta kepada keluarganya supaya menandunya  dan membawanya kepada Rasul, tetapi belum sampai kepada Rasul ia meninggal di daerah Tan’im. Lalu turunlah ayat  tentang datangnya kematian  sebelum menyelesaikan amal  tidak akan mengurangi pahala sedikitpun dalam pandangan Allah. 51                                                  50 Imam al-Thabari. Tafsir al-Thabari, Juz 5, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1954), h. 238. Lihat juga Ali Ahmad al-Nadwi. Loc. Cit.  51 Ade Dede Rohayana, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah...., h.  204 



63  c) Surat Al-Nisa ayat 114 
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899<     Artinya :    “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.  d) Surat Al-Baqarah ayat 225 
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j���7ִY       Artinya :  Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun e) Surat Ali Imran 145 
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pC��w�&l]��� 89�<     Artinya; “Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukkan waktunya. 



64  Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa yang menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.  Ayat-ayat di atas jelas menyatakan bahwa niat merupakan tiang pokok  diterima atau tidaknya suatu perbuatan. Diantara  ayat diatas menyatakan bahwa sumpah yang tidak disengaja tidak  harus membayar kifarat dan tidak diperhitungkan oleh syara’. Hal ini disebabkan sumpah yang tidak sengaja tidak disertai dengan kebulatan hati (niat) 52 Menurut Ibnu Hazm (w. 456H) setiap perbuatan dan tindakan wajib memakai niat.53 Jiwa yang diperintahkan bekerja sedangkan jasad sebagai alatnya. Allah telah menyatakan bahwa Dia tidak melihat kebentuk rupa tapi Allah hanya melihat hati dan apa yang diniatkan saja. Argumentasi ini terlihat lebih jelas dengan penolakan Allah terhadap kesaksian orang munafik  yang menyatakan Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian ini tidaklah benar, karena kebenaran tidak dapat sempurna kecuali dengan pekerjaan hati. Orang-orang munafik tidak menyertakan  niat dalam perkataannya sehingga mereka dianggap sebagai pendusta.54 Dasar hukum berikutnya adalah hadist-hadist Rasulullah diantaranya : a) Hadist yang diriwayatkan Umar bin Khattab                                                    52 Ibid,  h. 205 53 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 248. 54 Ibnu Hazm. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz 5, (Kairo: al-Ashimah, t.th), h. 707. 



: عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول  إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعتحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن   65 عَثُـهُمُ اللهُ عَلَى نيِاِِمْ   Artinya :    Hadist dari Qutaibah bin Saad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bahwa telah mendengar Yahya bin Saad.  Telah mengabarkan kepada ku Muhammad bin Ibrahim  bahwa telah mendengar Alqamah bin waqash Al-Laits, telah berkata Umar bin khattab  RA berkata ; Aku mendengar bahwasannya Rasulluah  berkata “ Amalan-amalan itu hanyalah dengan niat . Setiap orang  hanyalah mendapatkan apa yang diniatkan. Karena itu siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya , maka hijrahnya tersebut karena Allah dan rasulNya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia  ataupun karena perempuan yang dinikahinya , maka hijrahnya tersebut karena hal itu. ( HR Bukhary, Muslim, Abu Daud,  Nasa’i Turmudzi, dan  Ibnu Majah )55  b) Hadist riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Aisyah  يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن  ( سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول   Artinya :  Tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak ada niatnya57                                                     55 Imam Bukhari. Shahih Bukhari,  Bab  Niat dalam Iman, juz 6 nomor  6311, h. 2461 lihat juga Sunan Abu Daud tentang thalaq juz 6 nomor 2203, h. 437, Shahih Muslim juz 3 nomor 155, h. 1515, Sunan Nasa’i, bab niat berwuduk, Juz 1, h. 62, Sunan Turmudzi juz 4 nomor 179 dan Ibnu Majah Bab niat , Juz 12 nomor 4367,  h 428    56 Ibid… , Musnad Ahmad juz 54, nomor 25474, h. 84, lihat juga  Shahih Muslim Juz 4 nomor 2210 dan Jamius hadis Juz 9, nomor 4582, h. 352 57Ibid… Sunan Baihaqy, juz 1, nomor 182, h. 41 dan baca juga Jamiut hadist musnad Umar bin Khattab,  juz 26,  nomor 29448, h. 470 لا عمل لمن لا نية له     Artinya :   Allah membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka56 c) Hadist riwayat Baihaqi يَـبـْ



66  Hadist- hadist tentang niat  ini shahih dan masyhur. Para imam ahli hadist memulai kitab-kitab hadistnya dengan hadist niat. Sebagian  ahli hadist berpendapat bahwa niat ini layak dijadikan sebagai pokok setiap masalah.  Para ulama sepakat bahwa hadist niat mempunyai urgensi yang sangat besar Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal dan Darul Qutni (w. 335H), Abu Daud  mempunyai pendapat yang sama bahwa hadist  merupakan sepertiganya ilmu. Alasan dinyatakan sepertiga ilmu  menurut al-Baihaqy  karena perbuatan seseorang memerlukan  tiga perkara yaitu : Hati, lisan, anggota tubuh. Niat yang dikerjakan hati merupakan merupakan bagian terkuat dari perkara tersebut. Karena hati merupakan ibadah yang dapat berdiri sendiri  sedangkan lisan  dan anggota tubuh memerlukan hati untuk melakukan ibadah.58 Hal ini dikuatkan oleh hadist Nabi :  ِادثَـنَا حَاتمُِ بن عَب حَد ،الْعُرُوقِي ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بن الْمُسْتَمِر ثَـنَا الحُْسَينُْ بن إِسْحَاقَ، حَد بن دِينَارٍ حَد  ،ثَـنَا يحَْيىَ بن قَـيْسٍ الْكِنْدِي حَد ، قاَلَ الحَْرَشِي ،اعِدِيثَـنَا أبَوُ حَازمٍِ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ الس قاَلَ : حَد  .Artinya :   Telah menceritakan kepada Kami Husain bin Ishak dari Ibrahim bin Mustamir al U’ruuqiy dari Hatim bin A’bbad bin Dinar Al Harasyi hadist Yahya bin Qaisin Al Kindy dari Abu Hazm  dari Sahal bin Saad  Asyai’di telah berkata Rasulullah Saw “ Niat mukmin itu  lebih baik  “( H.R Thabrani ) 59  Hampir seluruh masalah fiqhiyah kembali ke kaidah ini karena adanya ketergantungan dengan niat baik bidang ibadat, munakahat,                                                   58 Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Al-Asybah  wa al-Nazha’ir fi Qawaid fiqhiyyah,         ( Kairo  : Maktabah Atsaqafi., 2007 )  hlm.33   59 Imam al-Thabrani. Mu’jam Kabiir,  juz 5, h.  476  من عمله نيِةُ الْمُؤْمِنِ خَيـْرٌ :"رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 



67  muamalah, jinayat dan adat. Segala macam amal taqarrub, yakni suatu amal yang akan mendapatkan pahala lantaran niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat memegang peranan yang sangat penting. Amal perbuatan yang mubah asal ditujukan untuk membina ketakwaan seperti makan, tidur dan sebagainya disunatkan dengan niat.60 Secara lebih mendalam  para fuqaha merinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah mahdhah seperti thaharah, wudhu’, tayamum, mandi junub, sholat qashar, jamak,wajib, sunnah, zakat, haji, puasa,  ataupun muamalah dalam arti luas  atau ibadah ghairu mahdhah seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, hutang piutang dan lain-lain61 Inilah  Kaidah pokok yang digunakan para mujtahid dan fuqaha’ dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang ada dalam masyarakat. Dengan Kaidah ini dapat ditentukan sebuah perbuatan itu sesuai dengan niat sebagai ibadah atau kebiasaan, sesuatu yang wajib atau sunat dan sesuatu yang baik atau buruk. Perbuatan baik tanpa niat, tidak akan memperoleh pahala.  Makna yang tersirat dari kaidah  ini bahwa niat  dalam hati yang bersifat abstrak  tidak disertai dengan tindakan lahiriah yang menjelaskannya baik perkataan maupun perbuatan, tidak berimplikasi pada hukum syar’i.                                                   60 Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.              (Bandung:  Alma’arif, 1986)  h.  492   61 Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Al-Asybah  wa al-Nazha’ir,... h. 37 



68  Berdasarkan Kaidah ini  misalnya diputuskan beberapa persoalan sebagai berikut62 : 1) Siapa  menceraikan istrinya dalam hati tanpa mengucapkannya, tidak dihukumkan telah melakukan perceraian walaupun telah meniatkan dalam hati 2) Seseorang yang membeli lahan kosong berniat untuk mewakafkannya, wakafnya sah setelah ia mengucapkan ikrar wakaf. 3) Seseorang yang dititipi barang lalu   mengambil barang titipan tersebut dengan niat mengkomsumsinya  lalu mengembalikan barang sebelum memakainya dan ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan  sedangkan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap barang itu  maka ia tidak wajib mengganti. 
b. Kaidah Kedua اليقين لايزال بالشك  “Keyakinan tidak  dapat digugurkan dengan  keraguan”. 

1) Penjelasan Kaidah Keyakinan (al-yaqin) adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan (al-syakk) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat (zhann) yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya, menurut syara’dihukumi sama seperti keyakinan. Kaidah ini berarti bahwa                                                  62Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Qawaid Fiqhiyyah   …,  h.  7 



69  keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya.63 Secara redaksional, antara ulama Hanafiah dengan ulama Syafi’iah berbeda dalam menuangkan Kaidah tersebut. Perbedaannya terletak pada penggunaan kata kerja mudhari, ulama Hanafiah tidak mempasifkan kata kerjanya, sedangkan ulama Syafi’iah mempasifkannya. Dari segi arti dan maksudnya, kedua redaksi tersebut tidak menujukkan perbedaan.64 Di dalam kitab-kitab fiqh banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya: orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian ia ragu, sudah batal wudhu’nya atau belum?. Dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ikhtiyath (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbaharui wudhu’nya ( tajdid al-wudhu’).65 Muchlis Usman dengan mengutip Abdul Mudjib menyebutkan, yang dimaksud dengan “yakin” adalah:  63                                                   ثابتا بالنظر والدليلاليقين هو ماكان Washil, Muhammad. Nashr Farid, Op.Cit. h. 15  64 Jaih Mubarok.Op.Cit,  h. 128 65 Djazuli. A, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Ed. 1,Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 42.  



70  “Keyakinan adalah sesuatu yang tetap, baik dengan penganalisaan maupun dengan dalil”. Sedangkan yang dimaksud dengan “syakk” adalah sebagai berikut:  دون ترجيح  الشك هو ماكان مترددا بين الثبوت وعدمه مع تساوى طرفي الصواب والخطاء  .Syakk adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya”.66 Ada kekecualian dalam kaidah tersebut diatas, misalnya, seorang wanita sedang menstruasi yang meragukan, sudah berhenti atau belum. Ia wajib mandi besar untuk shalat. Contoh lain: apabila orang ragu, yang keluar itu mani atau madzi. Ia wajib mandi besar. Padahal ia ragu, yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi atau madzi yang tidak mewajibkan mandi. Contoh lain: baju seseorang terkena najis, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang terkena najis, ia wajib mencuci baju seluruhnya.67 Contoh-contoh di atas menujukkan kepada ikhtiyath dalam melakukan ibadah“ على الاخرأحدهما 
2) Dasar-dasar Kaidah                                                  66 Muchlis Usman. Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 114.   67 A, Djazuli. Op. Cit. h. 44 



71  Kaidah ini dibangun berdasarkan tiga sumber, yaitu al-Qur’an, al-Sunnah dan akal, antara lain sebagai berikut:68 a) Al-Qur’an Firman Allah Swt. Dalam surat Yunus, ayat 36:  الخ....,شيأوما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لايغنى من الحق “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” b) Al-Sunnah  Dalil yang menjadi acuan qa’idah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah: فلا يخرجن من المسجد , اذا وجد احدكم فى بطنه شيأ فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا  Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu itu keluar dari perutnya atau tidak, maka hendaklah ia tidak keluar dari mesjid sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium baunya. 69  Hadis diatas menerangkan tentang timbulnya keraguan terhadap seseorang yang sedang menunggu (duduk di mesjid) untuk melaksanakan shalat berjama’ah, dapat dipahami bahwa orang tersebut masuk ke mesjid telah berwudhu’ (bersuci), kemudian ia ragu akan keabsahan wudhu’nya (batal atau belum). Orang tersebut tidak perlu keluar dari mesjid untuk berwudhu’                                                  68 Syafe’i, Op. Cit, h. 280   69  Washil, Muhammad. Nashr Farid, Qawa’id.,  Op.Cit. hal. 15  حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا



72  kembali sebelum mendapatkan bukti yang meyakinkan tentang batal wudhu’nya. Al-Imam Jalal al-Din al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti (selajutnya disebut al-Suyuti), dalam kitabnya Al-Asybah wa al- Nazha‘ir, menyebutkan: )أى التردد باستواء أو رجحان) بالشك(أى لايرفع حكمه ) اليقين لايزال بالشك Al-Suyuti memberikan pengertian dari teks diatas dengan  f]gh ij`cM (tidak menghilangkan hukumnya) maksudnya keyakinan terhadap sebuah hukum tidak dapat hilang dengan sebab datangnya keraguan. Al-Suyuti mengemukakan beberapa hadis sebagai dalil dalam penetapan kaidah tersebut, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah:  أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ان الشيطان يأتى الرجل فيأخذ شعرة من دبره فيحركها فيظن أنه أحدث ثم قال اذا شك “Seorang laki-laki didatangi syetan dan menarik-narik bulu duburnya lalu menggerak-gerakkannya, laki-laki tersebut menyangka sudah berhadas kemudian Rasulullah bersabda apabila seseorang ragu (berhadas atau belum) maka ia jangan berpaling sehingga dia mendengar suara atau merasakan keluarnya angin” .70  Hadis diatas menerangkan bahwa, bila seseorang merasakan kegelisahan (perasaan ada yang menggelitik) dan menyangka keluar angin, dalam hal ini Rasulullah Saw.                                                  70 Al-Imam Jalal al-Din al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti,  Al-Asybah wa al- Nazha‘ir, (Surabaya: Al-Hidayah, T.tahun), hal. 78 



73  mengingatkan untuk tidak terpengaruh oleh perasaan tersebut sampai kita meyakini betul kalau sudah berhadas (keluar angin). Muchlis Usman, mengemukakan dua hadis sebagai dasar-dasar kaidah, hadis yang pertama sama dengan yang disebutkan oleh Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam yang tersebut diatas, sedangkan hadis yang kedua adalah sebagai berikut: وليَبنِْ على  اذا شك أحدكم فى الصلاته فلم يدركم صلى أ ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك قَنَ     Apabila salah seorang diantara kalian keraguan dalam mengerjakan shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, tiga atau empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah kepada apa yang diyakini (yang paling sedikit)”. (HR. Turmuzi).  Pada kedua dalil itu disebutkan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Misalnya seseorang ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang ia lakukan dalam shalatnya, yang harus diyakini adalah rakaat yang paling sedikit, karena yang paling sedikit itu pasti sedang yang paling banyak merupakan yang diragukan. Demikian juga juga seorang yang telah berwudhu’ dan ragu-ragu ia sudah berhadas atau belum, ia dianggap masih dalam wudhu’nya (suci), karena keadaan berwudhu’ itu yang yakin sedangkan berhadats masih diragukan.71“  )رواه الترمذى عن عبد الرحمن(مااستـَيـْ
c. Kaidah Ketiga                                                  71 Usman, Kaidah-Kaidah..., Op. Cit. hal. 115 



 .”Kesukaran dapat menarik kepada kemudahan“  المشقة تجلب التيسير  74
1) Penjelasan Kaidah Secara bahasa al-masyaqqat (k\l]Jا) berarti al-ta’ab  yaitu kelelahan, kepenatan, dan keletihan. Sedangkan arti etimonologi kata at-taysir ( Jا`HmHn ) adalah al-subulat  yaitu gampang, mudah, dan ringan atau al-luyunat  yaitu lunak, halus, dan ramah.72 Adapun makna terminologi kaidah asasi ini adalah73: لشريعة اان اللأ حكام التي ينشاء عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة فى نفسه او ماله ف  .adalah sesuatu yang menyulitkan itu dapat menimbulkan sebuah                                                  72 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, al-Asybah wa al nazhair fi qawa’id wa furu’ Fiqh as-Syafi’iyat, (Beirut: Dar al Kitab al’Arabi, 1987), hlm. 160. 73 Muhammad Shidqi Ibn Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Huliyyat, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), hlm. 94. 74 Imam Musbikin, Qawaid Al-Fiqhiyah, cet. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 83 اopqr k\l]J اHukum yang prakteknya menyulitkan mukallaf, dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesulitan, maka syari’at meringankannya, sehingga beban tersebut berada dibawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusahan”.  Imam Musbikin mengatakan, bahwa Masyaqqah menurut  istilah adalah kesukaran yang dihasilkan dari mengerjakan sesuatu perbuatan di luar kebiasaan.74 Attaysir artinya sesuatu yang memudahkan atau meringankan . Dengan demikian,  `HmHnJ“   تخففهما بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو حرج



75  kemudahan (rukhshah) atau takhlif  syari’at dan dia melengkapi darurat sebagaimana melengkapi hajat.75  Kaidah ini dimaksudkan agar syari’at Islam bisa dilaksanakan oleh seorang muslim/mukallaf, yakni memberikan jalan untuk menghindari kesukaran dan pengecualian hukum dengan memperhatikan tabiat dan kemampuan manusia melaksanakan syari’at Islam. Pada dasarnya syari’at  itu bersifat umum, yaitu tidak melihat kepada sesuatu keadaaan tertentu atau orang tertentu. Hanya saja kadang-kadang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran. Nash-nash al-Qur’an maupun al-Sunnah menunjukkan bahwa memudahkan dan meringankan itu lebih disukai Allah dan Rasulullah Saw.76 Oleh sebab itu perlu ada jalan untuk menghindari kesukaran sebagai pengecualian hukum dengan menggunakan kaidah asasi ini. Kaidah ini memberitahukan kelonggaran atau keringanan disaat seseorang menjumpai kesukaran dan kesempitan.  Petunjuk dari kaidah `HmHr opqr k\l]Jا tersebut ialah segala kesulitan dan kesukaran yang tidak dapat dielakkan oleh manusia akan diberikan keringanan oleh Allah Swt. Kaidah ini menjadi sumber adanya bermacam-macam rukhshah (kemudahan) dalam melaksanakan tuntunan syari’at.77 Allah Swt sebagai Musyari’                                                  75 Ibid., h. 83-84.  76 Yusuf Qardhawi, Fikih Prioritas: urutan amal yang terpenting dari yang penting, cet. VI, terj. Drs. Moh. Nurhakim, MA. Judul asli: Maktabah Wahbah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95. 77 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, cet. I, (Bandung: PT. Alma’arif, 1997), hlm. 504. 



76  memiliki kekuasaan yang mampu menundukkan manusia untuk mengabdi kepada-Nya. Agar manusia dalam merealisasikan penghambaan itu tidak sesat, Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari’at. Syari’at itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syari’at itu bukan untuk kepentingan Allah Swt melainkan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Wahbah az-Zuhaili (w. 1435H) mengklasifikasikan kesulitan dalam 2 kategori78, pertama, kesulitan Mu’tadah  adalah kesulitan yang alami, manusia masih mampu mencari jalan keluarnya, sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Ibnu Abdussalam menyatakan bahwa kesulitan semacam itu tidak menggugurkan ibadah dan ketaatan juga tidak dapat meringankan, karena bila diberi keringanan berarti akan mengurangi kemaslahatan syari’ah itu sendiri.  Sedangkan Ibn Qayyim (w. 751H) menyatakan bahwa bila kesulitan itu berkaitan dengan kepayahan, kemaslahatan dunia akhirat dapat mengikuti kadar kepayahan itu; Kedua , kesulitan Ghairu Mu’tadah adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, manusia tidak mampu memikul kesulitan, karena bila dilakukan niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya dan kesulitan-kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syari’at                                                  78 H. Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam, ed. I, cet. III, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 126.  



77  sendiri dan kepentingan yang dicapainya. Kesulitan yang diperbolehkan menggunakan dispensasi (rukhsah) misalnya wanita yang selalu istihadlah, wudhu’nya cukup untuk shalat wajib sedang untuk ibadah sunat yang lainnya tidak diwajibkan, dan diperbolehkannya shalat khouf  bagi mereka yang sedang ketakutan. Selanjutnya, A. Djazuli mengatakan, bahwa ada tiga tingkatan dalam Al-Masyaqqah yaitu79: a) Al-Masyaqqah al-‘Azimah (kesulitan yang sangat berat) seperti kehawatiran akan hilangnya jiwa dan atau rusaknya anggota badan menyebabkan tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan. b) Al-Masyaqqah al-Mutawasithah (kesulitan yang pertengahan). Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, tidak ada kemudahan disitu. c) Al-Masyaqqah al-Khafifah (kesulitan yang ringan). Seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu thawaf. Masyaqqah seperti ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Sementara Muhammad Usman Syibir, membagi Rukhshah (keringanan-keringanan) dalam syara’ kepada tujuh macam80:                                                  79 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah  yang Praktis, ed. I, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 57-58. 



78  a) Rukhshah isqath, yakni keringan berupa pengguguran. Misalnya gugurnya menjalankan shalat jum’at, menunaikan ibadah haji, jihad dan lain sebagainya disebabkan adanya ‘udzur. b) Rukhshah tanqish, yaitu suatu keringanan yang berupa pengurangan. Misalnya mengqashar shalat 4 raka’at menjadi dua raka’at disebabkan dalam keadaan bepergian. c)  Rukhshah ibdal,  yakni keringanan yang berupa pengganti. Misalnya wudhu’ atau mandi dapat diganti dengan tayammum, dikarenakan sakit atau tidak memperoleh air. d) Rukhshah taqdim, yakni keringanan yang berupa mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya. Misalnya menjama’ (taqdim) shalat ‘ashar pada waktu shalat zhuhur. e) Rukhshah ta’khir,  yakni keringanan yang berupa pengakhiran sesuatu yang telah datang waktunya. Misalnya menjama’ (ta’khir) shalat maghrib dengan ‘isya’ pada waktu shalat ‘isya’. f) Rukhshah tarkhish, yakni keringanan yang berupa pemberian kemurahan. Misalnya makan binatang yang diharamkan atau barang najis untuk mencegah kelaparan atau keperluan berobat. g) Rukhshah taghyir, yakni keringanan yang berupa perubahan sesuatu yang telah diatur menurut aturan tertentu. Misalnya                                                                                                                                       80 Muhammad Usman Syibir, Qawa’id al-Kulliyah wa adh-Dhawabitu al-Fiqhiyah fi Syari’ati al-Islamiyah, (Darun an-Nifais, 1990), h. 210. Hal yang sama dijelaskan juga oleh Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, hlm. 507. Lihat dan bandingkan dengan penjelasan H. Muchlis Usman dalam Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam, h. 130. 



79  berubahnya aturan-aturan shalat bagi orang yang dalam keadaan ketakutan. Abdurrahman as-Suyuthi dalam Asybah wan Nadhair, sebagaimana dikutip Muchlis Usman menyebutkan ada 7 macam sebab-sebab yang dapat menyebabkan kesulitan81 yaitu: a) Karena Safar (bepergian). Menurut Imam Nawawi, kesulitan ini menjadikan 8 macam keringanan, yaitu: boleh mengqashar shalat, berbuka puasa , boleh memakai muza lebih dari sehari semalam, meninggalkan shalat jum’at, memakan bangkai, dan juga bertayammum. Para ulama berbeda dalam memahami makna safar dan berbeda juga memberi ketentuan batas jarak perjalanan/musyafir. Menurut pendapat kalangan ulama Mazhab Hanafi diperkirakan sekitar 201/3 jam atau 86 km, sementara menurut ulama Mazhab Syafi’i jarak tempuhnya diperkirakan 96 km.82 b) Karena Maradh (sakit) . Kepada orang yang sakit banyak sekali diberikan rukhsah diantaranya bertayammum, menjama’ shalat, meninggalkan shalat jum’at, berbuka puasa, shalat berbaring,                                                  81Muchlis Usman, Op. Cit, h. 128-130. Lihat juga: Muhammad Usman Syibir, Qawa’id al-Kulliyah wa adh-dhawabitu al-Fiqhiyah fi Syari’ati al-Islamiyah, h. 196-205. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islami, h. 505-507. Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim al-Nujaim, dan ‘Abd Allah Ibn Sa’id, Muhammad ‘Ibadi al-Lahji al-Hadhrmi al-Syahari sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok dalam Kaidah Fiqh, h. 143, bahwa sebab-sebab Rukhshah adalah: melakukan perjalanan (al-safar), sakit (al-mardh), terpaksa (al-ikrah), lupa (al-nisyan), ketidak tahuan (al-jahl), dan kesulitan (al-‘urs wa ‘umum al-balwa). 82 Nashr Fariz Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id Fiqhiyyah, terj. Wahyu Setiawan, M. Ag. Judul asli: al-Madkhal fi al-Qawa’id al Fiqhiyyat wa Atsaruh fi al-Ahkam al-Syari’iyyah, cet. Pertama, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika Offset, 2009), h. 96. 



80  berobat dengan benda najis, dan kebolehan melihat auratnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik. Beberapa sebab yang mendapatkan rukshah langsung dari al-Qur’an  sesuai dengan firman Allah Swt yaitu:  امٍ أخَُرَةٌ مِنْ أيفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد... “ Maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya.”83  (QS. Al-Baqarah; 184) c) Karena Ikrah (terpaksa atau dipaksa). Misalnya, memakan bangkai atau memakan yang haram, mengucapkan kata-kata kufur asal hati tetap beriman. d) Karena Nisyan (lupa). Bila seseorang itu lupa, baginya tidak ada dosa, seperti makan dan minum di bulan Ramadhan apabila ia berpuasa tidak membatalkan puasanya, dan lain-lain.  e) Karena Jahl (bodoh/tidak tahu). Misalnya memakan bangkai, atau idiot dan seorang pembeli boleh mengembalikan barang yang di belinya, karena barang itu cacat atau rusak sedang ia tidak mengetahui diwaktu ia membelinya. .  f) Karena Usrun dan Umumul Balwa (Kesulitan). Misalnya kebolehan istinja’ dengan batu,  dan di maafkannya najis yang berasal dari debu di jalan dan sebagainya.                                                   83 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 



81  g) karena Naqsh (kekurangan). Misalnya wanita tidak wajib shalat jum’at, karena shalat jum’at butuh waktu lama, maka dikhawatirkan akan keluar darah haidnya.  Itulah sebab-sebab timbulnya keringanan yang telah dikemukakan oleh para ulama ushul setelah mengadakan penelitian yang mendalam. Dikalangan Mazhab al-Syafi’i, khususnya al-Suyuthi yang dikutip Djazuli, bahwa keringanan bisa beberapa macam hukumnya,84. Pertama, wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karen takut mati kelaparan; Kedua, hukumnya sunnat mengambil yang ringan, seperti shalat qashar; Ketiga, boleh mengambil yang ringan, seperti jual beli salam; Keempat, keringanan yang lebih baik ditinggalkan, seperti mengusap sepatu waktu wudhu’; Kelima, keringanan yang makruh dilakukan, seperti shalat qashar dalam jarak kurang dari tiga marhalah.  
2) Dasar Hukum. Kaidah ini merupakan salah satu dari beberapa macam kaidah yang dipakai fuqaha dalam mengistimbathkan hukum. Menurut Yusuf Qardhawi prioritas yang dituntut  dalam bidang fatwa dan dakwah, adalah mendahulukan usaha meringankan dan memudahkan daripada memperberatkan dan mempersulit.85 Dasar-                                                 84 A. Djazuli, Op. Cit., h. 60. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, h. 508. 85Yusuf Qardhawi, Op. Cit, h. 95. 



82  dasar atau dalil yang meyakinkan mengenai penggunaan kaidah asasi ini berupa ayat-ayat al-qur’an dan hadits, antara lain yaitu:   ١٨٥: البقرة(يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر( Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.86  يريد االله أن يخفف عنكم)٢٨: النسأ( Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.87 Selain itu terdapat juga dalam QS. Al-Hajj: 78 dan juga dalam QS. al-Maidah: 6.  Beberapa hadits yang menjadi dasar kaidah ketiga ini adalah Nabi Muhammad Saw bersabda: 88فية السمحةيبعثت بالحن  Artinya:  Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar dan mudah. d. Kaidah Keempat. الضرر يزال “Keadaan darurat itu mesti dihilangkan”. 
1) Penjelasan Kaidah Kaidah الuc ر`vJا (Kemudaratan harus dihilangkan) bertujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari’ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah                                                  86 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, hlm. 87 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, hlm. 88 Al-Maktabah asy-Syamilah (Mu’jam Al-Kabiir), nomor 7715 dan 7868. 



83  mengherankan apabila Ahmad al-Nawawi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fiqih bahkan bias jadi meliputi seluruh dari materi fiqih yang ada.89  Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih kongkrit, maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Kemudian para ulama lebih merinci dengan membarikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.90    Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.91  Sebagaimana  firman Allah swt dalam surat Al-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi : 
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84  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq: 6).  
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85  Begitu juga hadits riwayat Imam al-Baihaqi (w. 458H) dari Abi Sa’id al-Khudri ra, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:  ِهرَسُولَ الل َأن ِلاَ ضَرَرَ وَلاإَِضِراَرَ مَنْ « :قاَلَ  -صلى االله عليه وسلم-عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الخْدُْرى   .jangan menyulitkan orang lain dengan                                                  92 Imam al-Baihaqi. Op. Cit, Juz 2, h. 138. Nomor hadits 17.717. Menurut al-Suyuthi, hadits ini shahih menurut persyaratan Muslim. Hadits ini memiliki banyak tawabi’ dan syawahid, antara lain hadits riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim, Darulquthni, Thabrani, dan lainnya) اvJ`ر|fHp دGxل ا�`ارهMءGqcزvcM  (seseorang yang tidak menyulitkan saudaranya) dan makna la dhirara adalah  {p| fc`اyz`J اGxه Artinya; “Dari Abi Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak pula dipersulit (orang lain); orang yang mempersulit orang lain akan dipersulit oleh Allah, dan orang yang memusuhi orang lain akan di musuhi oleh Allah”. (HR. Ashhab al-Sunan) Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata al-darar dengan al-dirar. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam bagian berikut:  a) Menurut al-Khusyaini, ad-dharar adalah suatu yang bermanfaat bagi diri pelaku tetapi menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya; sedangkan ad-dhirar adalah suatu yang tak ada manfaat bagi diri pelaku, dan juga menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya. b) Ibn Atsir (w. 630H) dalam kitab al-Nihayat, mengatakan bahwa arti la dharara adalah 92.»ضَار ضَرهُ اللهُ وَمَنْ شَاق شَق اللهُ عَلَيْهِ 



86  melampaui batas sehingga dirinya sendiri terkena kesulitan tersebut). c) Ulama lain mengatakan bahwa al-dharar  adalah seorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut tidak pernah mempersulit dirinya, sedang al-dhirar adalah perbuatan seseorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut pernah mempersulit dirinya dengan tidak bertujuan untuk melakukan permusuhan atau melakukan balas dendam    93. ان تضرك بمن قد اضربك من غيرجهة الاعداء Dengan adanya kondisi darurat itu, ketentuan yang semulanya adalah terlarang menjadi dibolehkan seukuran terpenuhinya kebutuhan darurat tadi (hilangnya kondisi kritis).   Menurut Abu Bakar Al-Jashash dharurah adalah :94 خوف الضرار أوالهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل  “Kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan bila tidak memakan (yang diharamkan)”. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dharurah adalah :95 93                                                   الخوف على النفس من الهلاك علما وظنا Ali Ahmad Al-Nadwi, Op.Cit, h. 288. 94 Wahbah Al-Zuhali, Nazhariah Al-Dharurah Al-Syar’iyyah Muqaranah Ma’a Al-Qanun Al-Wadh’I, (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, 1982).  h. 64. 95 Ibid, h. 65. 



87  “Kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa baik secara meyakinkan (ilmu) maupun dugaan”. Jalaluddin Al-Suyuthi mendefinisikan dharurah dengan :96  قاَرَب وهذا يبيح تناول الحرامبلوغ حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو  “Sesuatu yang mencapai batas bahwa bila ia tidak melakukan yang dilarang ia akan celaka atau mendekati celaka, hal ini menyebabkan ia boleh melakukan yang haram”. Definisi yang dibuat ulama di atas menunjukkan bahwa dharurah adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa atau anggota badan  seseorang sehingga ia dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau memakan yang diharamkan. Salah satu contoh dalam kasus jinayah adalah dua orang sedang belayar menggunakan perahu (kapal kecil). Di tengah lautan kapal yang mereka tumpangi tenggelam, dan akhirnya yang bisa dipegang hanyalah sebidang papan yang hanya mampu menahan beban satu orang saja. Dalam keadaan ini keduanya boleh berjuang untuk mendapatkan papan itu. Kalau tidak demikian maka berdasarkan ilmu atau dugaan kuat keduanya akan mati. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka dapat menyelamatkan diri dan satunya lagi meninggal dunia. 
a) Dasar Kaidah Kaidah ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-A’raf ayat 56 :                                                  96 Jalaluddin Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nazhair...,  h. 120. 



 Artinya; “Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda; “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”. (HR. Ibnu Majah)       97) لاضرر ولاضرار : ( عن ابن عباس قال قال رسول االله                                :dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash : 77)  Kemudian Rasulullah saw bersabda…“  إن االله لا يحب المفسدين  ولاتبغ الفساد فى الأرض : dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah (Allah) memperbaiki (penciptaan)nya” (QS. al-A’raf : 56) Dan begitu juga dengan firman Allah swt dalam surat Al-Qashash ayat 77 ...“  ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها   88
e. Kaidah Kelima 98العادة محكمة “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. 

1) Penjelasan Kaidah                                                  97Ibnu Majah. Op. Cit, Juz I, h.  784. Nomor hadits 2341. Lihat juga Imam al-Baihaqi. Op. Cit, Juz 6, h. 69. Hadits menjadi tawabi’ bagi hadits sebelumnya. Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih li ghairih. 98 Ibnu Nujaim. Op. Cit, h. 93. Lihat Juga al-Suyuthi. Op. Cit, juz 1, h. 89; Ila’ al-Din Abi al-Hasan Ali ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali. Al-Thabir Syarh al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh, Juz 8, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), h. 3859. 



89  Kata al-‘Adah dalam bahasa arab bersinonim (mutaradif) dengan kata ‘Urf. Secara literal , kata ‘adah berarti kebiasaan, adat atau praktek, sementara arti kata ‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui atau dikenal.99 Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘adah dari bahasa arab : ة ZG|: akar katanya ‘aada, ya’uudu ( Zو�H - ZG|); mengandung arti `ا`gr (pengulangan). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata ‘urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah benar-benar dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.  Sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi terkenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.100                                                  99 Muhammad Musthafa Syalabi, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar An-Nadwah al-Arabiyah, 1986), hlm. 313 100 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 388. 



90  Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. Tetapi dalam rangka konsistensi dalam tulisan ini penulis menganggap kata ‘adah dipandang sebagai kata yang mempunyai arti yang ekuivalen dengan kata ‘urf, sehingga disini kedua kata tersebut diartikan sebagai ‘adah atau kebiasaan.  Definisi al-‘adah yang dirumuskan  Ibnu Nujaim dalam bukunya Al-Asybah wa al-Nazhair cendrung ke arah pengertian 101:  ِلِيمَةبَاعِ السرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطـفُوسِ مِنْ الأُْمُورِ الْمُتَكَرفيِ الن ا يَسْتَقِرعِبَارَةٌ عَم  Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat/ perangai yang sehat Ulama mengartikan ‘adah dalam pengertian yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda misalnya ‘urf di definisikan dengan: اوغالبا                مطردا صارذالك حتى وأفعالهم أقوالهم فى واعتاده الناس عليه تعارف هوما العرف ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.  يحظر منه إلا ما حظره ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا  .Ibnu Nujaim. Loc. Cit. 102 Ibnu Taimiyah. Al-Qawa’id al-Nuraniah al-Fiqhiah, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1399H), h. 112 101                                                  102االله سبحانه وتعالى



91   Sepertinya lebih tepat apabila pengertian ‘adah dan ‘urf ini didefinisikan dengan: ”Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaannya. Selanjutnya oleh ulama atau ahli hukum Islam ini diformulasikan dalam bentuk kaidah al-‘Adah al-Muhakkamah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. ‘Adah atau ‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan ummat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terlebih duhulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.103 Hal senada dikuatkan oleh Rahmat Syafe’i  dalam bukunya Ilmu Ushul fiqh bahwa sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia meskipun tidak menjadi kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara’ harus dipelihara.104                                                  103 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142 104 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 129  



92  Secara umum ‘urf atau ‘adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf  dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa dengan mengemukakan kaidah sebagai berikut: yg د`OG_ f��� G\J�_ fJ ا�J`ع G�MO fH� MO k�JJا{� izرH fH� {pرف                                ا�pا Setiap yang datangnya dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa , maka dikembalikan kepada ‘urf.105 Adanya qawl qadim (pendapat lama) Imam Syafi’i di Irak dan qawl jadid (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan bahwa adanya pengaruh ‘urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi’iyah. Para ulama yang menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi ‘urf tersebut. Adapun  persyaratan ‘urf itu menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh menyebutkan bahwa: (Pertama), ‘Urf itu                                                  105 Amir Syarifuddin. Op. Cit, h. 399. 



93  mengandung kemaslahatan dan logis (kedua) ‘Urf tersebut  berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat. (ketiga), ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. (keempat) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prisip yang pasti.106 Seperti yang telah penulis jelaskan di awal bahwa al-‘adah yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah al-‘adah al-shahihah, bukan al-‘adah al-fasidah. Maka dengan adanya kaidah al-‘adah muhakkamah ini tidak dapat digunakan apabila: a) Al-‘Adah bertentangan dengan nash baik Al-qur’an maupun al-Hadits, seperti kebiasaan berpuasa terus menerus, berjudi, menyabung ayam dll. b) Al-‘adah tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti kebiasaan memboroskan harta, hura-hura, perayaan dengan mabuk-mabukan. c) Al-‘adah berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak diangap ‘adah.107                                                  106 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, Op. Cit, hlm. 393-394 107 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih…, Op.Cit, hlm. 84 



94  Jadi ‘urf dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun ‘urf bukan dalil yang berdiri sendiri. ‘Urf dapat menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada pula sandarannya, baik berbentuk ijma’ maupun maslahat. ‘Urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma’, meskipun berbentuk ijma’ sukuti. 
2) Dasar Kaidah Ketika kaidah al-’Adah al-Muhakkamah dikembalikan kepada ayat Al-qur’an dan Hadis nabi, ternyata banyak ayat maupun hadis yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan.108 Adapun di antara ayat-ayat Al-qur’an dan hadits Nabi yang dapat menguatkan kaidah ‘adah muhakkamah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum adalah: 
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� AB��7�E&dE�«�� 89��<     “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.109                                                  108 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih…, Op.Cit, hlm. 81 109 Q.S. Al-A’raaf: ayat 199 
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�Ph�$�7��5 ��5 (��E%��(6�a …   “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka” .111 Hadits yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas’ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu: رأهG] �O]pm]pا Gنm� Zن|O�� fppا                                                                       �m� Apa-apa yang dilihat oleh ummat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.112 

4. Kitab-Kitab Qawa’id Fiqhiah  a. Kitab-Kitab Qaidah Fiqh Mazhab Hanafi 1) Ushul al-Karkhi, Abu Hasan al-Karkhi (260-340 H) memuat 37 kaidah fikih. 2) Ta’sis al-Nazhar, Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H) memuat 86 kaidah fikih. 3) Al-Asybah wa al-Nazhair, Ibnu Nujaim (w. 970 H) memuat 25 kaidah fikih.                                                  110 Q.S. Al-Baqarah: ayat 228  111 Q.S. Al-Maaidah: ayat 89 112 Muhammad Abdul al-Salam Abdul al-Syafi, Musnad Ahmad bin Hanbal, (Beirut-Libanon: Darul Kutub, 641H), hlm. 341 



96  4) Majami’ al-Haqaiq, Abi said al-Khadimi memuat 154 kaidah fikih. 5) Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Ahmad Udat Basya memuat 99 fikih. b. Kitab-Kitab Qaidah Fiqh Mazhab Maliki a. Ushul al-Futiya fi al-Fiqh ’ala Mazhab al-Imam Malik, Ibnu Haris al-Husyni (w. 361 H) b. Al-Furuq, al-Qurafi (w. 684 H) memuat 548 kaidah fikih. c. Al-Qawa’id, al-Maqari (w. 758 H) memuat 758 kaidah fikih. d. Idhah al-Masalik ila Qawa’id al-Imam Malik, al-Winsyarisi (w. 914 H) memuat 118 kaidah fikih. c. Kitab-Kitab Qaidah Fiqh Mazhab al-Syafi’i 1) Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Izzuddin bin Abd al-Salam (577-660 H). 2) Al-Asybah wa al-Nazhair, Ibnu al-Wakil (w. 716 H). 3) Al-Majmu al-Mudzhab fi Qawa’id al-Mazhab, Abu Sa’id al-Ala’i (w. 761 H). 4) Al-Asybah wa al Nazhair, Taj al-Din Ibnu al-Subki (w. 771 H). 5) Al-Mansur fi Tartib al-Qawa’id al-Fiqhiyah atau al-Qawa’id fi al Furu, al-Zarkasyi (w. 794 H). 6) Al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuthi (w. 911 H) memuat 20 kaidah. 7) Al-Istighna fi al-Farqi wa al-Istitsna, Badrudin al-Bakri. d. Kitab-Kitab Qaidah Fiqh Mazhab Hanbali 1) Al-Qawa’id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, Ibnu Taimiyah (661-728 H). 



97  2) Al-Qawa’id al-Fiqhiyah, Ibnu Qadhi al-Jabal (w. 771 H). 3) Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, Ibnu Rajab al-Rahman (w. 795H) memuat 160 kaidah. 4) Al-Qawa’id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah, Ibnu Abd al-Hadi (w. 909 H). Pada masa sekarang banyak kitab-kitab al-Qawa’id al-Fiqhiyah yang ditulis, seperti antara lain: 1. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah oleh Ali Ahmad al-Nadwi. 2. Syarh al-Qawa’id al-fiqhiyah oleh Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Zarqa. 3. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-Fiqh al-Kuliyyah oleh Muh. Shiddieqy bin Ahmad al-Burnu. 4. Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyah oleh Syekh Abdullah bin Said Muhammad Ibadi. Dan lain-lain 
5. Penerapan Qawa’id al-Fiqhiah dalam Ijtihad Kaidah fiqh (Qawa’id al-Fiqhiah) dirumuskan berdasarkan nash. Setelah kaidah ini dirumuskan, ia digunakan untuk menetapkan hukum-hukum juz’i yang tidak memiliki nash. Misalnya, sebagian ulama berpendapat bahwa niat dalam ibadah sebagai rukun. Hal ini didasarkan pada hadits dari Umar ibn Khattab. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa hadits ini dikeluarkan ketika hijrah, sedangkan berbagai ibadah disyariatkan sebelum hijrah. Penetapan niat sebagai rukun ibadah 



98  didasarkan pada kaidah ini. Di sinilah letak pentingnya kaidah dalam penetapan hukum. Di dalam al-Qur’an dan sunnah disebutkan beberapa rukhsah (keringanan), antara lain; dibolehkannya mengqashar shalat bagi musafir, dibolehkannya berbuka bagi orang sakit, dan sebagainya. Hal ini melahirkan kaidah; kesukaran itu dapat mendatangkan kemudahan”. Dengan kaidah ini dapat ditetapkan hukum rukhsah bagi berbagai persoalan hukum lainnya, misalnya; dibolehkan meminum obat penunda haid bagi jamaah haji yang jauh seperti Indonesia untuk menghilangkan kesukaran dalam pelaksanaan haji.  
 
B. Al-Taq'id Al-Fiqhy 

1. Pengertian Al-Taq’id Al-Fiqhy merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh (faqih) yang ingin menghimpun berbagai hukum furu' dan permasalahannya, serta mengumpulkan beberapa hukum yang dipandang sejenis ke dalam satu unit, lalu merumuskannya dalam satu kaidah.113 Menurut Yahya Saidi, Al-Taq’id Al-Fiqhy adalah kegiatan ilmiah di bidang fiqh yang dijadikan dasar dalam merumuskan kaidah fiqh dan dalam menggali hukum (istidlal).114                                                  113 Muhammad al-Ruki. Nazhriat Al-Taq'id Al-Fiqhi wa Atsaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha', (al-Ribath: Al-Dar al-Baidha', 1994), h. 79. 114Yahya Saidi. Op. Cit, , h. 38. 



99  Menurut al-Waily, gerakan Taq’id al-Qawa’id dan penyusunannya dimulai pada abad keempat hijrah. Era ini merupakan era mutaakhirin fuqaha’. Mereka menemukan berbagai perbedaan yang muncul dalam bab-bab fiqh. Mereka terhenti pada hukum-hukum yang meragukan yang tertulis dalam berbagai bab, mereka dapat merumuskan cara (manhaj) para imam dan muridnya untuk mengetahui illat hukum yang diistinbatkan oleh ulama terdahulu, mereka menghimpun hukum-hukum kulli pada berbagai hukum juz’i dan mereka mengumpulkan perbedaan-perbedaan di dalamnya.115 Sedang pertumbuhan dan penyempurnaan al-Qawa’i al-Fiqhiah baru terlihat pada awal abad ketujuh hijrah, karena para fuqaha’ pada masa itu fokus mendalami hukum-hukum furu’ dalam fiqh Islam.. 
2. Ruang Lingkup Kajian al-Taq'id al-Fiqhy  Yahya Saidi menjelaskan bahwa Al-Taq’id Al-Fiqhy memiliki dua makna, antara lain; pertama, mengeneralisir dan menyimpulkan hukum-hukum juz'i (partikular) yang sama  untuk memberlakukan hukum tersebut secara umum berdasarkan hal itu. Kedua, setelah kaidah dirumuskan, lalu ia dijadikan sebagai metode dalam menggali hukum dengan mempertimbangkan sebagian besar kaidah yang mengandung illat hukum. Dalam perspektif ini, dimungkinkan                                                  115 Muhammad ibn Umud al-Waily. Al-Qawa’id al-Fiqhiah, Tarikhuha wa Atsaruha fi al-Fiqh, (Mmadinah: al-Rihab, 1987) , h.19. 



100  untuk menguatkan metode para ulama yang berhujjah dengan kaidah fiqh.116  
3. Metode dan Dasar Al-Taq'id Al-Fiqhy. Perbedaan para fuqaha' dalam merumuskan kaidah fiqh menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam metode dan pengambilan dasar (al-Thuruq wa al-Ushul). Mengembangkan pembahasan tentang sumber hukum dari kaidah fiqh merupakan suatu hal yang penting, terutama dalam membangun teori al-Taq'id al-Fiqhy. Sumber kaidah fiqh memiliki kaitan yang erat dengan sumber hukum syara', hukum-hukum juz'i, dan hukum kulli. Kaidah fiqh tunduk kepada sumber hukum syara' dan dalil-dalilnya baik naqli maupun aqli.  Sumber al-Taq’id menurut Yahya Sa’idy117 1. Bersumber dari Nash-Nash Syara’. a. Diambil dari Nash Ayat al-Qur’an. b. Diambil dari Hadits c. Diistinbathkan dari nash-nash syara’ 2. Bersumber dari Nash-nash ulama dan para Imam. 3. Kaidah Fiqh yang Dikeluarkan dari kitab-kitab Fiqh; a. Dikeluarkan dengan Qiyas.                                                  116Yahya Saidi. Al-Taq'id al-Fiqhi wa Atsaruhu fi al-Ijtihad al- Mu'ashira al-Muamalat al-Maliah wa al-Masail al-Thibbiah al-Mu'ashirah Anmuzaja, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), h. 38. 117 Yahya Sa’idy.  



101  b. Dikeluarkan dengan Istishhab. c. Dikeluarkan dengan Istishlah. d. Dikeluarkan dengan qiyas istidlal. e. Dikeluarkan dengan cara Tarjih. Sedangkan Sumber Taq’id Fiqh menurut Muhammad Mahmud Ahmad Thalafahah118; 1. Al-Qur’an al-Karim. 2. Al-Sunnah al-Nabawiyah. 3. Perkataan Sahabat, Tabi’in dan Ulama Mujtahid. Usamah menjelaskan bahwa Ta’shil al-Qawa’id al-Fiqhiah119; 1. Ta’shil melalui nash-nash syara’ dan atsar. a. Ta’shil melalui nash-nash syara’ berupa al-Qur’an dan Hadits shahih. b. Ta’shil melalui perkataan sahabat, tabi’in dan ulama mujtahid. 2. Ta’shil melalui ijtihad; a. Ta’shil melalui istinbath dan ta’lil dari nash-nash syara’. b. Ta’shil melalui istiqra’. Kaidah fiqh dalam hal ini dapat dirumuskan berdasarkan beberapa hal, antara lain120; 
a. Al-Taq'id bi al-Nash.                                                   118 Muhammad Mahmud Ahmad Thalafahah. Atsar al-Sunnah al-Nabawiyah fi al-Taq’id al-Fiqhy, Dirasat Tathbiqiyah fi Kitabai al-Asybah wa al-Nazhaiir li al-Suyuthi wa Ibn Nujaim, (Jordon: Jami’ah al-Malik Faishal, 2010), h. 7. 119 Usamah Adnan Aid al-Ghanamiyyin dan Ali Muhammad al-Shawa. Ta’shil al-Qawa’id al-Fiqhiah, Mafhumuh wa Masalikuhu, (Yordania: ‘Imadat al-Bahtsi al-‘Ilmi, 2010), h. 499-500. 120Lihat Muhammad al-Ruki. Nazhariat..., h. Lihat juga resensi buku Hamzah Abu Faris. Mashadir al-Qa'idah al-Fiqhiah, (T.tp: Dar Ibn Hazm, 2010), h. 1. Dilihat dari segi sistematika pembahasannya, buku Hamzah Abu Faris ini mirip dengan kategorisasi Muhammad al-Ruki. 



102  Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan  al-nash atau al-Nushus adalah al-Qur’an dan al-Sunnah.  Al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum utama bagi seorang fuqaha’ dalam istinbat hukum. Menurutnya, seorang fuqaha’ apabila menemukan suatu persoalan yang menghendaki jawaban hukum, pertama-tama ia harus mencari jawaban dari persoalan tersebut di dalam nash (al-Qur’an dan al-Sunnah). Apabila ia mendapatkan jawabannya di dalam nash, ia wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.121 Para ulama telah menetapkan bahwa dalil-dalil sebagai dasar hukum syari’ah tentang perbuatan manusia dikembalikan kepada empat sumber yang telah disepakati, yaitu: al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, dan Qiyas. Al-Qur’an  adalah sumber pertama, sedangkan Sunnah adalah sebagai penjelas dan pelengkap al-Qur’an.  Para mujtahid melakukan pembahasan hukum-hukum syari’at yang pada umumnya diambil dari dalil-dalil yang berhubungan dengan pemahaman nash-nash dan melakukan istinbath tentang permasalahan hukum yang belum ada ketetapan nashnya, baik dalam arti kaidah kebahasaan ataupun Kaidah-Kaidah (penetapan hukum).122 Mereka mengumpulkan Kaidah-Kaidah dan bahasan yang berkaitan dengan dalil-dalil syara’ dari segi pengambilan dalil-dalil hukum serta menyempurnakannya. Para ahli menyusun ilmu Ushul Fiqh sebagai                                                  121 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in...., , jilid. I, hlm. 24.  122 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Uhsul Fiqh, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib Cet. 1, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 13-14 



103  metode dalam melakukan isthinbath hukum. Metode ini dikenal dengan Metode Bayani. Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum al-bayan mencakup pengertian al-tabayun dan al-tabyin : yakni proses mencari kejelasan (azh-zhuhr) dan pemberian penjelasan (al-izhar) ; upaya memahami (alfahm) dan komunikasi pemahaman (al-ifham) ; perolehan makna (al-talaqqi) dan penyampaian makna (al-tablig).123 Dalam sejarah pemikiran Islam, kecenderungan epistemologi tekstualis diperlihatkan oleh as-Syafi’i (150-204/767-820), sebagai guru arsitek ilmu usul fiqh dan asy-Syafi’i inilah yang disebut-sebut sebagai peletak dasar epistemologi bayani. Epistimologi Bayani pada intinya mempunyai dua ciri 1) kecenderungan pada teks sebagai landasan pengetahuan dan 2) metode penalaran terhadap perluasan jangkauan teks.124  Menurut Wahbah Zuhaili, Pola bayani, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini juga bisa disebut metode literal (tariqah lafdziyyah), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih                                                  123 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004, hlm. 23. 124 Lihat al-Jabiri, Bunyat al-Aql al-Arabi. Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah Lemudmi al-Ma’rifah fi as-Saqafah al-Arabiyah (Beirut: al-Markaz al-Saqafi’ al-Araby, 1993), 116 – 119. 



104  yang dimaksudkanya. Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafaz Al-Quran dan Hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.125 Pada perkembangan berikutnya, dua metode ijtihad (penalaran hukum) dikembangkan oleh ulama, yaitu;  1. Pola qiyasi (analogi) atau ta’lili, yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nash dengnn cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena adanya keserupaan hukum.126 Di dalam praktik, biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mungkin juga untukmengalihkanya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna.127 2. Pola Istislahi, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (tasyri’)adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. Dlaruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan                                                  125 Wahbah Zhaily, Al-Fikih al-Islamy Wa Adillatuhu. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), I: 137.  126 Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir Tasyri’ Al-Islamy Fima La Nassha Fih, (Kuwait: Dar Al- Qalam, 1979), hal. 19.  127 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukm Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 20. 



105  primer), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.128 Fuqaha' juga memberikan perhatian terhadap kaidah fiqh (al-Qawa'id al-Fiqhiah) dan menuliskannya dengan berbagai bentuk. mereka tidak ada yang tidak membahas tentang sumber hukum syara' sebagai sumber dalam membuat kaidah fiqh (al-Qawa'id al-Fiqhiah) meliputi ushul dan manhajnya. Biasanya, mereka mengemukakan satu kaidah, kemudian menganalisanya, mereka menyebutkan hukum furu', hukum syaz, dan pengecualiannya, mereka merujuknya kepada sumber asli yaitu al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. 1) Al-Qur’an Secara etimologi, al-Qur’an adalah mashdar dari kata  أ`b . ada dua pengertian al-Qur’an dalam bahasa Arab, yaitu أن`b yang berarti bacaan, dan apa yang tertulis padanya ( وء`\_ ), isim fa’il (subjek) dari   أ`b . Arti yang disebutkan terakhir ini dijumpai dalam firman Allah  pada surat al-Qiyamah 75 : 17-18.   
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89<     Artinya;  17.Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18. apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.                                                   128 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fikih, (Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 2007), hal. 160-164. 



106   Dari segi terminologis ditemukan beberapa difenisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih, diantaranya adalah :   129الفاتحة والمختوم بسورة الناس بسورة ءو با لمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدكلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول إلينا باالتواتر ،المكتوب “Al-Qur’an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushhaf, dinilai beribada membacanya, diawali dengan surat al-Fatihan dan ditutup dengan surat al-Nas”. Semua ayat al-Qur'an bersifat Qath'iyat as-Subut, artinya bukti kebenarannya sudah positif, tidak bisa diragukan. Tetapi dalalah maknanya (penunjukkan maknanya) kadang-kadang qat'i dan kadang-kadang zanni (masih belum jelas).130 Oleh karena itu, tafsir al-Qur'an yang terbaik adalah al-Qur'an sendiri, kemudian sunnah (hadis) Nabawiyah dan penjelasan-penjelasan yang lain yang ada dalam asbab an-nuzul.131 Ilmu asbab an-nuzul ini sangat membantu dalam menafsirkan ayat al-Qur'an untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan antara teks dengan realitas dan sebagai bekal untuk bisa memandang (turunnya) teks sebagai respons atas realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungan dialogis                                                  129 Lihat : Syaif al-Din al-‘Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 82. Lihat juga : al-Banani, Hasyiah al-Banani ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jami’ al-Jawami’, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 159. Lihat juga : Sa’ad al-Din Mas’ud ibn Umar al-Taftazani, Syarh al-Talwih ‘ala al-Taudhih, (Makkah al-Mukarramah : Dar al-Baz, t.t), jilid. I, h. 29.  130 Syarmin Syukur,  Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), hlm. 52. 131 Ibid., hlm. 53. 



107  dan dialektik antara teks dengan realitas masa turunnya wahyu.132 Selain itu ayat al-Qur'an juga dapat dipahami dan diketahui hukum-hukumnya secara sempurna dengan cara mengetahui adat kebiasaan bangsa Arab dan sekitarnya ketika al-Qur'an diturunkan.133 Al-Qur'an mempunyai arti lahir dan batin (makna yang tersirat).134 Ayat-ayat al-Qur’an dalam hal ini diambil sebagai kaidah langsung atau kaidah-kaidah itu dirumuskan melalui istinbath atau istiqra’i terhadap ayat-ayat tersebut. Ali Ahmad al-Nadwi menuliskan satu contoh ayat al-Qur’an yang menjadi kaidah, Al-Khazimi menuliskan 8 kaidah, dan Ruki mencatat 34 kaidah yang diambil dari ayat al-Qur’an. a( } َخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِين {]135]199: الأعراف b( }وُسْعَهَا هُ نَـفْسًا إِلافُ الللاَ يُكَل {]136]286: البقرة  c( } ْهَ مَا اسْتَطعَْتُمـقُوا اللفاَت {]137]16: التغابن  d( } ُهالل باَوَأَحَلمَ الرالْبـَيْعَ وَحَر {]138]275: البقرة  e( } ِنَكُمْ باِلْبَاطِل  .Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas Al-Qur'an; kritik terhadap Ulumul Qur'an, alih bahasa : Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:LKiS, 2002), hlm. 115. 133 Syarmin Syukur,  Sumber-Sumber …, hlm. 55. 134 Ibid., hlm. 56. 135 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 235. Lihat juga al-Khazimi. Syarh al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa al-Taqasim al-Badi’ah al-Nafi’qh, h. 26. Ruki. Op. Cit, h. 87. 136 Al-Khadimi. Loc. Cit. Lihat juga Ruki. Op. Cit, h. 92. 137 Al-Khadimi. Loc. Cit. 138 Ibid. 139 Ibid. Lihat juga Ruki. Op. Cit, h. 90. 140 Al-Khadimi. Loc. Cit 132                                                   140]19: النساء[} وَعَاشِرُوهُن باِلْمَعْرُوفِ { )f  139]188: البقرة[} وَلاَ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ



108  g( } ِذِينَ آَمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودـهَا الَياَ أي {]141]1: المائدة  h( } ْراً يَـرهَُ فَمَنْ يَـعْمَل  .Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi kaidah dan jumlahnya. Tiga kaidah yang diungkap oleh al-Khazimi tidak ada pada Ruki, dan 29 kaidah Ruki tidak dijelaskan pada al-Khazimi. Demikian juga dengan metode perumusan kaidah, sebagian ayat dijadikan kaidah secara istinbathi, sebagian lainnya menggunakan ayat-ayat  tersebut menjadi kaidah secara langsung. 2) Al-Sunnah Sunnah secara etimologi berarti “jalan yang bisa dilalui, atau “cara yang senantiasa dilakukan”, apakah cara itu sesuatu yang bai atau buruk. Secara terminologi sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fikih, dan ushul fikih. sunnah menurut para ahli hadis, yaitu “seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupu ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul.   Sunnah menurut ahli ushul fikih adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. sedangkan Sunnah menurut ulama fikih adalah, disamping pengertian yang dikemukakan para                                                  141 Ibid. Lihat juga Ruki. Loc. Cit. 142 Al-Khadimi. Loc. Cit. Lihat juga Ruki. Op. Cit, h. 88 142]8، 7: الزلزلة[} وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْـقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرَهُ * مِثـْقَالَ ذَرةٍ خَيـْ



109  ulama ushul diatas, juga dimaksudkan sebagai salahsatu hukum taklifi, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidakyang dikemukakan para ulama ushul diatas, juga dimaksudkan sebagai salahsatu hukum taklifi, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.143 Dalam terminologi ahli ushul, al-Sunnah adalah setiap yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang berimplikasi pada keputusan-keputusan hukum.144 Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi Muhammad saw,145 dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabi bisa berbentuk berupa sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis rasulullah saw yang ia katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw, dan sunnah taqririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah saw yang telah diakui oleh rasulullah saw baik berupa ucapan maupun perbuatan.146 Lafaz sunnah terkadang juga digunakan untuk menggambarkan perilaku para sahabat, baik yang terdapat dalam al-Qur’an maupun dalam hadis.147                                                    143 Muhammad Ajjaj al-Khatib, ‘Ulum al-Hadis : ‘Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), h. 17. 144 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut : Dar al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 105. Lihat juga : Muhammad Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qab al-Tadwin, (Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1383 H/ 1963 M), h. 16.  145 Muhammad Abu Zahrah, Loc. Cit. 146 Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Usul …., h. 45. 147 Abd al-‘Azim ‘Abd al-Salam, Op. Cit, h. 217-218. 



110  Kedudukan as-Sunah sebagai hujjah148 dan referensi bagi istinbat hukum syara' berada pada urutan kedua setelah al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam. Apabila al-Qur'an tidak menyebutkan nas mengenai hukum suatu kasus, ia kembali kepada sunnah.149 Ada tiga kategorisasi kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur’an. Pertama, al-Qur’an dan al-Sunnah berada dalam satu jalur pemahaman yang sama, sehingga keduanya merupakan fartner yang seiring sejalan dalam menetapkan suatu hukum. Kedua, al-Sunnah berfungsi sebagai mubayyin (penjelas) sekaligus sebagai tafsir bagi al-Qur’an. Ketiga, al-sunnah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an. Dalam konteks ini al-Sunnah wajib diikuti sebagaimana halnya mengikuti apa yang diatur oleh al-Qur’an.150 Mengikuti ketetapan hukum, bukanlah berarti al-Sunnah harus didahulukan dari al-Qur’an dalam hal menetapkan sebuah hukum, tetapi hal ini merupakan manifestasi dari ketaatan seorang mukmin kepada Rasul sebagai seorang utusan Allah SWT, sebagai penyampai wahyuNya. Allah secara tegas mengatakan bahwa mentaati apa yang disampaikan oleh Rasul pada hakikatnya  sama  dengan mengikuti apa                                                  148 Beberapa nash yang bisa dijadikan dalil tentang kehujjahan al-Sunnah dalam menetapkan hukum adalah Q.S. al-Hasyr (59) : 7, dan juga hadis Mu’az ibn Jabal ketika ia diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi Gubernur di Yaman. Lihat : Abu Dawud Sulaiman ibn ‘Asy’ab al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Dawud, Kitab al-‘Aqdiyyah, bab ijtihad al-ra’y fi al-qadha, hadis nomor. 3592, (Beirut : Dar al-Fikr,1414 H/ 1994 M), jilid. III, h. 295. 149 Ibid., h. 45. 150 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in...., op. cit., jilid. II, , hlm. 288. 



111  yang diperintahkan Allah. 151Banyak sekali kasus-kasus hukum yang secara eksplisit tidak diterangkan status hukumnya didalam al-Qur’an, dan penjelasan tentang status hukumnya hanya terdapat dalam al-Sunnah. Misalnya, ketentuan al-Sunnah tentang khiyar syarat, syuf’ah, bagian warisan  nenek, larangan berpuasa bagi wanita yang sedang haid, kifarat puasa bagi orang yang melakukan jima’ pada siang hari bulan Ramadhan, dan lain-lain. Penetapan hukum yang didasarkan pada al-Sunnah dalam konteks ini merupakan sebuah keniscayaan secara mutlak, jika seorang hamba benar-benar mengikuti risalah Allah dan RasulNya.152 Yahya Sa’idy menuliskan 3 kaidah, Ruki menuliskan 26 kaidah, dan Ali Ahmad al-Nadwi menuliskan 6 kaidah yang dirumuskan langsung dari hadits Nabi Saw. Beberapa kaidah akan diungkapkan  di sini,  antara lain; a(  ُمَانِ  الخْرَاَج153باِلض b(  154جُبَارٌ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا c(  َ151                                                  155لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَر Lihat : Q.S. Ali-Imran (3) : 31. Lihat juga : Q.S. Al-Nisa’ (4) : 80, lihat juga : Q.S. al-Hasyr (59) : 7. 152 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I‘lam al-Muwaqqi‘in...., jilid. II, h. 289. 153 Yahya Sa’idy. Op. Cit, 85. Lihat juga Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 240. Ruki. Op. Cit, h. 95. Kaidah ini diambil secara langsung dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuzi, Ahmad, Darqutni, Ibnu Hibban, Nasa’I, dan Baihaqi. 154 Yahya Sa’idy. Loc. Cit. Lihat juga Ali Ahmad al-Nadwi. Loc. Cit. Ruki. Op. Cit, h. 93. Kaidah ini diambil secara langsung dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Ahmad, Darquthni, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Nasa’i, Baihaqi, Thabrani, Darimi dan Ibn Khuzaimah.  



112  d(  َمَنْ أَحْدَث  156فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ فيِهِ فَـهُوَ رَد  e( 157المدعى واليمين على من انكر البينة على b. Al-Taq'id bi al-Qiyas. Secara bahasa qiyas berarti “ukuran” mengetahui ukuran sesuatu, embandingkan, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya :    �mbراعuJGL بO�Jا (saya mengukur baju dengan hasta). Secara terminologi al-Syaukani memberikan difenisi qiyas :  المستنبط من حكم الأصل عبارة عن الإستواء بين الفرع والأ صل في العلة.  Mempersamakan ‘illat yang ada pada furu’ dengan ’illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal.158 Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan itu dalam 'illat hukumnya.159  Al-Qur’an pada  dasarnya sudah mengisyaratkan adanya qiyas, oleh sebab itu maka secara yuridis formal qiyas bisa dijadikan dalil dalam istinbat hukum. Seringnya Allah sebagai Syari’ mengungkapkan kata                                                                                                                                       155 Yahya Sa’idy. Op. Cit, 86. Lihat juga Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 242. Ruki. Op. Cit, h. 93. Kaidah ini diambil secara langsung dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Majah, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, dan Hakim. 156 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 242. Lihat juga Ruki. Op. Cit, h. 93. Kaidah ini diambil secara langsung dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Darquthni, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Baihaqi. 157 Ali Ahmad al-Nadwi. Op. Cit, h. 240. Lihat juga Ruki. Op. Cit, h. 94. Kaidah ini diambil secara langsung dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Turmuzi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni. Bukhari menjadikan redaksi ini sebagai judul bab dalam kitabnya. 158 Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), hlm. 173. Lihat juga : Saifuddin al-‘Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), jilid. III, hlm. 170. 159 Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Usul…, h. 52. 



113  “perumpamaan” di dalam al-Qur’an mengindikasikan bahwa qiyas bisa dipertanggungjawabkan sebagai dalil dalam istinbat hukum setelah  keempat sumber yang telah disebutkan (al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ dan fatwa sahabat). Allah SWT misalnya mengqiyaskan hidup setelah mati kepada bagun setelah tidur. Semua itu merupakan qiyas aqli, dimana Allah SWT. Mengingatkan hambaNya bahwa hukum sesuatu itu menjadi hukum bagi semisal dan seumpamanya. Di dalam al-Qur’an terdapat lebih kurang 40 tamsil atau contoh yang menyangkut tasybih (penyerupaan) kepada sesuatu yang diserupainya dan menyamakan hukum keduanya.160 Ruang lingkup pengambilan sebuah kesimpulan merujuk kepada tiga macam model. Pertama, pengambilan kesimpulan dari akibat kepada sebab. Kedua, pengabilan kesimpulan dari sebab kepada akibat. Ketiga, pengambilan kesimpulan dari salahsatu akibat kepada akibat yang lainnya. bentuk pengambilan kesimpulan yang pertama, seperti pengambilan kesimpulan dari api kepada kebakaran. Bentuk kedua seperti pengambilan kesimpulan dari kebakaran kepada api. Sedangkan bentuk yang ketiga, seperti pengambilan kesimpulan dari kebakaran kepada asap. Ruang lingkup semua hal itu didasarkan pada adanya sebuah korelasi. Penyamaan antara dua hal yang memiliki kesamaan (kesetaraan) merupakan bentuk pengambilan kesimpulan untuk menetapkan salahsatu dari dua akibat yang lain.161 Hal inilah yang dinamakan dengan qiyas (analogi).                                                  160 Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in,...., jilid. I, hlm. 130-131. 161 Ibid. hlm. 131. 



114  Qiyas yang benar (logis) adalah qiyas dengan ukuran yang diturunkan oleh Allah beserta kitabNya. Sedangkan qiyas yang salah (paralogisme) adalah ukuran yang bertentangan dengan qiyas yang shahih, seperti qiyas orang-orang yang menganalogikan bangkai kepada kuda yang disembelih dengan nama Allah, karena adanya kesamaan ‘illat yakni hilangnya kuda dan bangkai.162  Berdasarkan fenomena ini, beberapa ulama salaf mencela penggunaan qiyas, dan menganggapnya bukan bagian dari agama. Banyak fakta yang mengindikasikan adanya ‘illat (alasan hukum) yang terdapatt didalam al-Qur’an, al-Sunnah maupun prilaku  para sahabat. ‘Illat hukum yang terdapat dalam al-Qur’an terkadang menggunakan huruf ba’, lam, ‘an, dengan menggabungkan keduanya (huruf ba dan ‘an), kai, min ajli, jawab syarat yang disesuaikan dengan syaratnya, fa’ sababiyah, urutan hukum yang sesuai dengan sifat yang dituntut, lamma, an yang memakai syiddah, la’alla, dan terkadang menggunakan maf’ul lah.163  Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat menggunakan qiyas dalam istinbat hukum. Sebuah kisah yang fenomenal tentang hal ini adalah, ketika Umar ibn Khattab yang mencium isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Rasulullah dalam hal ini mengqiyaskan peristiwa dan hukum menciumi isteri pada siang hari bulan Ramadhan dengan berkumur-kumur ketika melaksanakan ibadah puasa, hukumnya tidak berimplikasi pada                                                  162 Ibid. hlm. 133. 163 ‘Illat hukum”an” misalnya terdapat dalam Q. S. al-An’am (6) : 156. ‘Illat hukum dengan huruf  “lam” dan “an”, misalnya dalam Q.S. al-Nisa’ (4) : 165. Huruf “kai” terdapat dalam Q.S. al-Hasyr (59) :7, dll. Ibid. jilid. I, hlm. 197. 



115  batalnya puasa. Rasulullah menerangkan ‘illat itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang diumpamakan itu adalah hukum bagi yang diumpamai.164 Para sahabat yang lain juga melakukan ijtihad yang sebagian metodenya menggunakan qiyas. Termasuk dalam konteks ini adalah ketika Nabi mengutus Mu’az ibn Jabl ke Yaman.165  Terdapat beberapa jenis Qiyas yang digunakan dalam merumuskan Kaidah fiqh antara lain; 1) Qiyas al-'Aks, yaitu menetapkan hilangnya hukum ashl yang terdapat pada hukum furu' karena keduanya berbeda dalam 'illat. Seperti hukum memenuhi kebutuhan syahwat dengan sesuatu yang halal pasti mendapatkan pahala, merupakan qiyas al-'aks dari hukum memenuhi kebutuhan syahwat dengan sesuatu yang haram pasti mendapatkan dosa.  2) Qiyas al-Dilalah yaitu menyamakan hukum dua hal berdasarkan pada dilalat al-'illat, bukannya pada 'ain al-'illat yang lazim sama (musytarak). Padahal penyamaan tersebut mestinya terdapat pada 'ain al-'illat yang menyebabkan terjadi penetapan hukum (al-Talazum) atau peniadaan hukum (al-Tanafi).166 Qiyas al-dilalah ialah qiyas yang ‘illatnya tidak disebut, tetapi terdapat dilalah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa padanya ada ‘illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta anak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Ulama                                                  164Ibid. hlm. 198-199.  165 Abu Dawud Sulaiman ibn al-‘Asy’ab al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu dawud, Kitab al-‘Aqdiyyah, bab ijtihad al-ra’y fi al-qadha’, hadis nomor. 3592 (Beirut : Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), jilid. III, hlm. 295.  166Muhammad Al-Ruki. Nazhriat..., h. 130. 



116  menetapkannya wajib dengan mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan ‘illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang.  3) Qiyas al-Iqtirani yang juga disebut dengan qiyas al-hamli (mempersamakan). Yaitu  suatu premis (ungkapan) yang telah pasti dan mengikat secara hukum, lalu karenanya hukum tersebut ditetapkan pula pada yang lain167. Misalnya, sebuah pernyataan bahwa "setiap nabiz (air hasil pragmentasi) memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kesimpulannya adalah setiap nabiz (air hasil pragmentasi) adalah haram. 4) Qiyas al-Istitsna'i yang juga disebut dengan qiyas al-Syathi. Sesuatu itu diqiyaskan karena kesimpulan dari analogi atau bertentangan dengan perilaku, bukan dengan kekuatan (dalil). Seperti sebuah pernyataan bahwa "bila nabiz (air hasil pragmentasi) itu memabukkan, hukumnya haram. Kenyataannya bahwa nabiz (air hasil pragmentasi) itu memabukkan. Kesimpulannya adalah bahwa nabiz (air hasil pragmentasi) adalah haram. c. Al-Taq'id bi al-Istidlal. Beberapa istidlal yang dijadikan dasar dalam merumuskan kaidah fiqh, antara lain; 1) Al-Istishhab                                                  167Hasan al-Athar. Hasyiah al-'Athar 'ala Jam'I al-Jawami', Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1999), hlm. 383. 



117  Istishhab ( بG�anا�� ) secara etimologi berarti “meminta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”. Secara terminologi al-Ghazali memberikan difenisi istishab dengan “berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.168Istishhab menurut Ibn Qayyim adalah melestarikan keberlakuan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau penghapusan hukum yang telah dihapuskan hingga  ada dalil yang merubahnya.169 Maksudnya adalah, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil yang mengubah hukum tersebut, hukum yang telah ada dimasa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Misalnya, dalam masalah perkawinan. Setelah berlangsungnya akad nikah antara perjaka dengan seorang perawan, dan setelah berlangsungnya hubungan suami isteri, suami mengatakan bahwa isterinya tidak perawan lagi. Tuduhan suami ini tidak dapat dibenarkan, kecuali ia dapat mengemukakan bukti-bukti yang sah dan kuat, karena seorang perawan pada dasarnya belum melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, tuduhan dari suaminya bahwa ia tidak perawan lagi ketika kawin, tuduhan itu harus dibuktikan 170.                                                  168 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul, jilid. I, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), hlm. 164. 169Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in,...Op. Cit., jilid. II, hlm. 28. 170 Abu Hamid al-Ghazali, Loc. Cit. 



118  
Kaidah Pertama,"pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggung jawab".Muhammad al-Ruki mengungkapkan; اءة`�Jا k_�Jا �j y[M171ا    Kaidah lain yang semakna dengan ini, misalnya; قO\�Jاءة |� ا`�Jا Oھ k_�Jا �j y[172ا�  Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia, di mana seorang anak yang baru dilahirkan belum lah terbebani dengan tanggung jawab atau kewajiban. Misalnya, dalam kasus perdata Islam, bila si penggugat tidak cukup bukti, si tergugat tidak akan dijatuhi hukuman sesuai yang dituntut oleh penggugat. Dalam hal ini dikecualikan bila penggugat mau bersumpah, dan bila ternyata ia bersumpah palsu, hakim tidak lah dikenai tanggung jawab.     Muhammad al-Ruki mengungkapkan tiga contoh kasus, antara lain: a) Bila seseorang menuduh orang lain memiliki hutang kepadanya, si tertuduh tidak akan dikenai kewajiban kecuali dengan pengakuannya atau bukti dari orang yang menuduh. Karena pada dasarnya, tertuduh terbebas dari hutang. Hal ini membutuhkan dalil (alasan) yang sebaliknya. b) Bila seseorang menggugat orang lain untuk dikenai had (hukuman) seperti had zina, mencuri atau minum khamar, hukuman tersebut tidak akan ditetapkan dan diterapkan terhadap tergugat kecuali pengakuannya                                                  171 Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 135. 172 Abd al-Aziz ibn Ahmad ibn Muhammad, Ila' al-Din al-Bukhari. Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), h. 546. 



119  dan suatu bukti. Dalam hal tuduhan berzina, bila tergugat tidak mengakuinya dan tidak ada bukti, penuduh dikenai had menuduh berzina. c) Bila penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang harga setelah habis benda yang dibeli, pendapat yang dipakai adalah pendapat pembeli. Karena pada dasarnya ia terbebas dari penambahan hutang seperti yang diminta oleh penjual, kecuali ia mengakuinya atau penjual memberikan bukti. 
Kaidah Kedua, Kewajiban yang ditetapkan dengan keyakinan, tidak dapat dibebaskan atau dihapus kecuali dengan keyakinan pula. Atau suatu hukum yang ditetapkan dengan keyakinan tidak dapat dihapus kecuali dengan keyakinan.Dalam hal ini, Muhammad al-Ruki mengungkapkan:  173الذمة إذا عَمَرَت بيقين لا تبرأ إلا بيقين  Kewajiban yang ditetapkan dengan keyakinan, tidak dapat dibebaskan atau dihapus kecuali dengan keyakinan pula. Kaidah lain yang semakna dengan ini dikemukakan oleh al-Syanqithi dan Ibnu Nujaim. Al-Syanqithi merumuskan kaidah:  174الذمة إذا عَمَرَت بمحقق لا تبرأ إلا به  Ibnu Nujaim merumuskannya sebagai berikut;  ٍبيَِقِين 173                                                   175مَا ثَـبَتَ بيَِقِينٍ لاَ يَـرْتفَِعُ إلاMuhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 136. 174Muhammad al-Hasan al-Syanqithi. Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh, Juz 5, h. 15. 175Zain al-Abidin ibn Ibrahim ibnNujaim. Al-Asybah wa al-Nazhair, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), h. 59. 



120  Hukum yang ditetapkan dengan keyakinan, tidak dapat dihapus kecuali dengan keyakinan pula. Salah satu contoh kasus dari kaidah ini yang dikemukakan Muhammad al-Ruki adalah "bila waktu shalat telah masuk, dan seseorang ragu apakah ia telah shalat atau belum, ia wajib shalat, karena ketika waktu shalat masuk, ia dikenai kewajiban dengan dasar keyakinan, ia tidak terlepas dari kewajiban shalat tersebut kecuali dengan keyakinan pula".176 
Kaidah Ketiga, "pada dasarnya tidak ada hal yang bertentangan". Dalam hal ini, Muhammad al-Ruki mengungkapkan: مZ�Jا kر�G�Jر اO_ا� �j y[177.ا� Pada dasarnya tidak ada hal yang bertentangan. Kaidah lain yang semakna dengan ini antara lain adalah:  تG�aJم واZ�Jا kر�G�Jء اGHت وا��G�aJا �j y[د ا�OzOJا kcدOzOJ178ا   Pada dasarnya tidak ada sifat-sifat dan hal-hal yang bertentangan. Sifat-sifat yang ada dinilai sesuai dengan keberadaannya. Misalnya, bila seseorang meminjam mobil, kemudian ia menyatakan atau mendakwakan bahwa mobil tersebut tidak bergerak (rusak). Pernyataan yang dipegang adalah pernyataan orang yang meminjamkan (mu'ir) karena pada dasarnya mobil itu bergerak atau                                                  176Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 137. 177Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h.  137. Lihat juga Khalid ibn Ibrahim al-Shaq'abi.Syarh Manzhum al-Qawa'id al-Fiqhiah li al-Sa'di, Juz 1, h. 43. 178Al-Zarqa'.Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiah, Juz 1, h. 50. 



121  tidak rusak ketika dipinjamkan. Pernyataan peminjam (musta'ir) bahwa mobil itu tidak bergerak (rusak) harus dibuktikan. Bila Aceng menikah dengan Siti (perempuan muda atau gadis), dan ia menyatakan bahwa perempuan tersebut sudah tidak perawan lagi. Lalu Siti (isteri) membantah dakwaan itu. Pernyataan yang dipegang adalah pengakuan Siti (isteri). Karena pada dasarnya, perempuan muda pasti perawan. Suami harus menguatkan dakwaannya dengan bukti.179 Kaidah Keempat, "hukum yang lama dibiarkan berlaku sebagaimana pada masa lalu".Muhammad al-Ruki mengungkapkan: 180القديم يترك على قدمه  Hukum yang lama dibiarkan berlaku sebagaimana pada masa lalu. Yang dimaksud dengan al-qadim di atas adalah sesuatu yang tidak diketahui awalnya atau permulaannya. Makna dari kaidah ini yaitu sesuatu yang dimiliki, dikelola atau dimamfa'atkan oleh seseorang sejak dulu dijaga oleh syara' sebagai hukum asal. Ia tetap berlaku sebagaimana adanya. Hal itu menjadi dalil bahwa ia berhak secara syar'i. Lamanya ia menguasai sesuatu, dalam hal ini menjadi bukti (saksi). Karena pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana adanya, dan untuk membantah asumsi ini mestilah dengan cara yang syar'i. Misalnya, bila ternyata kucuran atap rumah Hamdan jatuh di atas tanah Muklis. Lalu Mukhlis hendak melarangnya atau merubahnya,                                                   179Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h.  138. 180Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 138. Lihat juga al-Zarqa'. Op. Cit, h. 40.Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati. Qawa'id al-Fiqh, (Karatisyi: al-Shadf, 1986), Juz 1, h. 98. 



122  Ia tidak berhak untuk itu, kecuali bila Hamdan mau. Demikian juga bila saluran air Hamdan melewati tanah Mukhlis, Mukhlis tidak berhak untuk melarang atau merubahnya, kecuali bila Hamdan mau. Karena saluran air tersebut telah ada sejak dulu, tidak diketahui sejak kapan berlangsung. Untuk merubahnya mestilah secara syar'i. Sesuatu itu tetap pada kondisi apa adanya, dan dakwaan penggugat untuk merubahnya mestilah berdasarkan bukti.181 
Kaidah Kelima, "suatu hukum yang telah ditetapkan pada suatu masa tetap berlaku seperti apa adanya selama tidak ada dalil atau bukti yang membantahnya". Muhammad al-Ruki mengungkapkan:  182الدليل على خلافهما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم Suatu hukum yang telah ditetapkan pada suatu masa tetap berlaku seperti apa adanya selama tidak ada dalil atau bukti yang membantahnya. Maksud kaidah ini adalah suatu hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu tetap berlaku terhadap mukallaf seperti apa adanya selama tidak ada dalil yang membantahnya. Kaidah ini semakna dengan kaidah; 181                                                  الأصل بقاء ما كان على ما كانContoh ini diambil dari Ruki dan diubah sesuai dengan kebutuhan untuk dapat lebih dipahami. Lihat Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 139. 182Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 140. Lihat juga al-Zarqa'. Op. Cit, h. 61.Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati.Op. Cit, h. 114. 



123  Suatu hukum yang telah ditetapkan pada suatu masa tetap berlaku seperti apa adanya. Seseorang yang telah ditetapkan di masa lalu memiliki hak terhadap sesuatu, bila orang lain mengklaim atau menggugat bahwa hak itu telah berpindah kepadanya, gugatan orang itu tidak diterima kecuali dengan adanya bukti. Seandainya ada seseorang yang menggugat bahwa orang lain (yang hidup atau telah meninggal) memiliki hutang, lalu ia mengemukan bukti dan saksi, gugatan dan kesaksian diterima. Tergugat dapat ditetapkan memiliki hutang.183 Kaidah Keenam, Kebenaran tidak dapat gugur karena keklasikannya. Muhammad al-Ruki mengungkapkan: 184الحق لا يسقط بالتقادم   Kaidah Ketujuh, pada dasarnya suatu kejadian dimasukkan atau digabungkan kepada waktu yang terdekat. Muhammad al-Ruki mengungkapkan: 2   185الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) Aqal ma Qila ( َyHِb G_ ِّyَbَأ) yaitu jumlah pendapat tentang satu masalah yang menjadi standar diterimanya suatu pendapat. Ia menjadi standar minimal suatu pendapat disebut ittifaq (disepakati), sekalipun pendapat lain                                                  183 Muhammad al-Ruki. Loc. Cit. 184Muhammad al-Ruki. Loc. Cit, h. 140. Lihat juga al-Zarqa'. Op. Cit, h. 300. 185Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 141. Lihat juga al-Zarqa'. Op. Cit, h. 50.IyadhibnNami al-Salami.Ushul al-Fiqhallazi la Yasa' al-FaqihJahluh, (Riyadh:   ), h. 114.Zain al-Abidinibn Ibrahim ibnNujaim.Op. Cit, h. 64. 



124  bertentangan dengannya, yang diamalkan adalah pendapat tersebut (  Artinya;                                                  186 Abdul Hayy Abdul ‘Al. Pengantar Ushul Fikih, terj. Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 311. 187 Wael B Hallaq, A History..., Op.Cit. h. 168 188 Rahmat Syafe’I, Ilmu Ushul..., Op. Cit. h. 126, lihat juga, Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh...Op. Cit, h. 111, dan Mukhtar Yahya , Dasar-Dasar..., Op.Cit.  h. 114  ...منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يأيهاالذين ا ,G_ ِّyَb َyHِb), karena ia merupakan ijma' (disepakati). Makna mengambil Aqall ma Qila adalah para ulama berselisih pendapat dalam satu persoalan menjadi beberapa pendapat dan dari beberapa pendapat tersebut tidak ada yang dikuatkan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi, terdapat kesepakatan di kalangan ulama tentang kadar minimal tertentu. Kesepakatan ini bersifat implisit di antara mereka. Perbedaan mereka terletak pada penambahan dari kadar minimal tersebut.186  3) Syar'u man qablana (syari’at sebelum kita) Banyak diskusi dalam karya-karya ushul fiqh dialokasikan untuk persoalan-persoalan teoritis tentang apa yang dikaitkan dengan hal-hal atau tindakan-tindakan sebelum datangnya Islam.187  Bila al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyari’atkan pada umat terdahulu melalui para Rasul, kemudian nash tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syari’at tersebut ditujukan kepada umat Islam, dan wajib untuk diikuti,188 seperti firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 183 أَ 



125  “Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.” Sebaliknya, suatu syari’at dikisahkan dan telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kaum muslimin, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyari’atkan kepada umat Islam. Seperti syari’at Nabi Musa As, bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali membunuh dirinya.189 Ringkasnya tentang syari’at sebelum Islam ini ada dua macam yaitu: Ada yang telah dihapuskan oleh syari’at Islam dan yang tidak dihapus oleh syari’at Islam. Yang tidak dihapuskan ini pun terbagi dua, yaitu: Yang ditetapkan oleh syari’at Islam dengan tegas dan yang tidak ditetapkan oleh Syari’at Islam dengan tegas. Yang terakhir ini juga dibagi dua: a) Yang diceritakan melalui al-Qur’an dan Hadis, b) yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur’an atau Hadis.190 4) Qaul al-Shahabi Mayoritas ulama mengakui fatwa Shahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ibn Qayyim (w. 751H) juga mengakui eksistensi  fatwa sahabat sebagai dasar istinbat hukum. Dalam kaitan penggunaan fatwa sahabat sebagai dasar istinbat hukum, Ibn Qayyim membagi fatwa sahabat kepada fatwa yang terjadi pada masa hidupnya Rasul, dan fatwa                                                  189 Ibid  190 A. Djazuli,  Ilmu Fiqh: penggalian..., Op. Cit. hlm. 96   



126  sahabat setelah wafatnya Rasulullah191.  Fatwa sahabat  pada masa Rasulullah masih hidup dan mendapat legitimasi darinya, selanjutnya akan menjadi tasyri’ atau dalam istilah muhaddisin disebut sebagai al-Sunnah al-Taqririyah.192 Fatwa sahabat dalam konteks ini tidak diragukan lagi keabsahannya, dan bisa dijadikan sebagai hujjah. 193 Adapun fatwa sahabat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah tidaklah secara otomatis diakui sebagai dasar istinbat hukum, apalagi kalau fatwa tersebut bertentangan dengan hadis.  Dalam hal terjadinya pertentangan antara hadis dengan fatwa, Ibn Qayyim (w. 751H) langsung berpegang kepada hadis. sebagai contoh, kasus pertentangan hadis dan fatwa yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah tentang talak dan iddah wanita budak serta makna quru’ yaitu antara suci dan haid dengan fatwanya yang menyatakan bahwa makna quru’ itu adalah suci sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal fatwa sahabat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah, Ibn Qayyim juga dapat menerimanya sebagai dasar istinbat                                                  191 Dalam hal penerimaan fatwa sahabat sebagai hujjah, Ibn Qayyim mengikuti pendapat Sahabat yang paling mendekati al-Qur’an dan Hadis. Pemakaian fatwa Sahabat oleh Ibn Qayyim melihat kepada tiga tingkatan, yaitu: (1) Mendahulukan pendapat khalifah yang empat (Khulafa ar-Rasyidin) daripada pendapat Sahabat yang lain. (2) Jika mayoritas diantara Khulafa ar-Rasyidin berpendapat, maka pendapat mayoritas yan lebih benar dan jika pendapat mereka jadi mendua maka pendapat Abu Bakar dan Umar menjadi benar. (3) Menurut imam asy-Syafi‘i, jika dua orang Sahabat ( yang sama tingkatan kwalitasnya) berfatwa, maka perhatikanlah kedua pendapat tersebut dan pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur’an dan al-Sunnah yang dipilih. Lihat : Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in...., jilid.  IV, hlm. 90. 192 Misalnya tentang fatwa dan pendapat dua orang sahabat yang dalam perjalanan tidak menemukan air untuk berwudu’. Kemudian kedua sahabat itu bertayamum dan melaksanakan shalat. Setelah selesai shalat, mereka menemukan air. Salahsatu dari keduanya kemudian mengulang wudu’ dan shalatnya, kemudian yang satunya lagi tidak mengulangi wudu’ dan shalatnya. Perbedaan pendapat kedua sahabat ini kemudian ditanyakan kepada Rasul, lalu Rasul mejawab bersabda “ kepada orang yang tidak mengulang wudu’ dan shalatnya, Nabi menyatakan benar dan telah mengikuti sunnah. Sedangkan kepada orang yang mengulang wudu’ dan shalatnya, Nabi mengatakan “baginya dua pahala”. Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in, op. cit., jilid. I, hlm. 204. 193 ‘Abd al-‘Azim, Ibn Qayyim...., hlm. 249-250. 



127  hukum, karena menurutnya, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah dimasa hidupnya, memiliki pemahaman yang mendekati sempurna tentang al-Qur’an dan paling mengetahui maksud-maksud Rasulullah dalam segala aspeknya.  Disisi lain para sahabat adalah orang yang mengetahui seluk beluk tasyri’ dan mengalami secara langsung sebab-sebab turunnya wahyu maupun asbabul wurud al-hadis. Sangat banyak  fatwa sahabat yang mendapat legitimasi dari Nabi, bahkan dibadikan serta dilegitimasi oleh al-Qur’an. Dalam beberapa kasus dapat dilihat bahwa tidak sedikit pendapat sahabat yang bertentangan dengan pendapat Nabi Saw, namun mendapat legitimasi dari al-Qur’an.194 Dengan segala fakta yang telah                                                  194 Sebagai contoh adalah, pendapat Umar ibn Khattab tentang tawanan perang Badr. Umar ibn Khattab berpendapat bahwa tawanan perang Badr itu harus dibunuh. Pendapat Umar ibn Khattab ini pada awalnya bertentangan dengan pendapat Nabi SAW. dan juga pendapat Abu Bakr yang tidak menyetujui pendapat Umar untuk membunuh tawanan perang Badr. Namun pendapat Umar ini justru dilegitimasi dan dibenarkan oleh al-Qur’an yang memerintahkan Nabi untuk membunuh tawanan perang Badr. Umar ibn Khattab juga pernah menyarankan agar maqam Ibrahim dijadikan tempat shalat. Pendapat Umar ini juga akhirnya menndapat pembenaran dari al-Qur’an. Begitu juga dengan kasus meninggalnya ‘Abdullah ibn ‘Ubay. ‘Abdullah ibn ‘Ubay adalah seorang munafik yang selalu mennjelek-jelekkan Nabi. Pada saat ‘Ubay meninggal dunia, Rasulullah berdiri dengan maksud akan menshalatkannya. Umar kemudian mengatakan kepada Nabi bahwa ‘Ubay adalah seorag munafik dan kita tidak boleh menshalatkannya. Hal ini akhirnya juga mendapat legitimasi dari al-Qur’an yang melarang Nabi untuk menshalatkan orang yang terbukti munafik untuk selama-lamanya. Peristiwa lain adalah adalah usulan Sa’ad ibn Mu’az mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dari Bani Quraidzah. Ia memerintahkan agar semua prajurit dari Bani Quraidzah yang menjadi  tawanan perang dibunuh, anak-anaknya ditawan dan harta bendanya dijadikan sebagai fa’i (rampasan perang). Nabi kemudian memberikan legitimasi terhadap pendapat Abdullah ibn ‘Ubay itu. Demikian juga ketika orang-orang meributkan keputusan Ibn Mas’ud yang dianggap kontroversial mengenai hak-hak isteri yang ditinggal mati suaminya. Ibn Mas’ud mengatakan bahwa ini adalah pendapatku, jika pendapat ini benar, maka itu adalah dari Allah, dan jika pendapatku ini salah, maka itu adalah dari syaitan. Ibn Mas’ud memutuskan bahwa isteri berhak mendapatkan maharnya, warisan juga iddah. Tiba-tiba sekelompok orang dari Bani Asyja’ berdiri dan menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah menyatakan hal yang sama pada salahsatu wanita dari sukunya yang bernama Baru’ ibn Wasyiq seperti yang telah ditetapkan itu. Beberapa fajta yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa beberapa sahabat dapat memahami ruh al-Qur’an dan dapat mengetahui maksud dari sebuah ketetapan Nabi secara sempurna, walaupun mereka juga tidak bertemu dengan Nabi. Indikasi ini menunjukkan bahwa fatwa sahabat memiliki kekuatan yang cukup kuat, terutama dalam kerangka 



128  dipaparkan diatas, maka fatwa sahabat menempati posisi strategis sebagai sumber istinbat hukum, terlebih lagi fatwa-fatwa sahabat yang mendapat legitimasi dari Nabi Saw dan bahkan oleh al-Qur’an.195 Ibn Qayyim (w. 751H) lebih lanjut mengatakan, masa dimana para sahabat hidup adalah sebaik-baik masa. Sahabat adalah manusia yang paling memiliki kefahaman yang sangat baik tentang dalil-dalil syara’. Dalam hal memahami suatu nash, mereka tidak lagi memerlukan sarana seperti ilmu kebahasaan, ilmu hadis, qawa’id al-tafsir dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal ini. Para sahabat juga tidak perlu bersusah payah untuk mengkaji kebenaran sebuah hadis, membentuk kaidah-kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah.  Para sahabat secara cepat bisa mengetahui status hukum dari suatu permasalahan dengan menanyakan langsung kepada Rasulullah, bahkan keterangan langsung dari al-Qur’an.196  Kedekatan para sahabat dengan sumber nash ini, tentu saja berimplikasi pada fatwa-fatwa mereka yang memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan nash.  Dalam hal mengikuti asar sahabat  dan fatwa-fatwa mereka, Ibn Qayyim mengatakan bahwa mengikuti asar dan fatwa-fatwa mereka serta                                                                                                                                       berpikir dan metode istinbat hukum Ibn Qayyim al-jauziyah. Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in...., jilid. I, hlm. 81. 195 Dalam kaitan tentang keutamaan para sahabat, al-Qur’an menukilkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat jaminan syurga dari Allah. Dalil al-Qur’an misalnya yang menceritakan tentang al-sabiq al-awwalun min al-muhajirin wa al-anshar. Lihat : Q.S. al-Taubah (9) : 100. Nabi Muhammad juga pernah menyatakan, bahwa sebaik-baik masa adalah masa rasul hidup dengan para sahabat dan sesudahnya (tabi’in). Nabi juga pernah mengungkapkan tentang keutamaan beberapa sahabat, seperti Abu Bakr, Umar dan Ibn ‘Abbas yang pendapat-pendapat (fatwa-fatwa) mereka dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan hukum syara’. ‘Abd al-‘Azim, Ibn Qayyim...., hlm. 255-257. 196 Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in,...op. cit., jilid. IV. hlm. 138-139. 



129  ulama salaf197 lebih utama daripada mengikuti pendapat ulama muta’akhirin dan fatwa mereka. Hal ini berlangsung sesuai masanya, yakni bahwa masa sahabat lebih utama dari masa tabi’in dan masa tabi’in lebih utama dari masa tabi’ al-tabi’in.198 Bila terjadi pertentangan fatwa diantara para sahabat, yang paling utama diikuti adalah fatwa khulafaal-rasyidin. Bila diantara mereka juga terjadi perbedaan, yang diutamakan adalah pendapat sahabat  yang paling dekat  dengan Nabi Saw, seperti pendapat Abu Bakr dan Umar, kemudian Usman dan Ali, kemudian barulah pendapat sahabat-sahabat yang lain.199 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Ibn Qayyim (w. 751H) sangat menghargai fatwa sahabat dan menempatkannya sebagai dalil dalam istinbath hukum yang keempat setelah ijma’, dengan pertimbangan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan Nabi Saw yang diyakini mampu memahami ruh syari’at, karena mereka langsung mendapat bimbingan dan arahan dari Nabi Saw. Dengan demikian sangat tidak mungkin mereka mengeluarkan fatwa yang hanya berdasarkan pemikiran dan logika semata. 5) Al-Istishlah; yaitu beramal dengan al-mashlahah al-mursalah.                                                  197 Istilah salaf secara literal berarti dahulu dan merupakan antonim dari kata khalaf yang diartikan sebagai masa keutamaan, yakni masa sahabat, tabi’in serta orang-orang yang mengikuti cara-cara mereka. Ahmad Salam, al-Bayyinat al-Salafiyah ‘ala Anna Aqwal al-sahabah Hujjah al-Syar’iyyah fi I’lam al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, (Beirut : Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), hlm. 11. 198 Ibn Qayyim al- Jauziyah, ‘I‘lam al- Muwaqqi‘in...., jilid. IV. hlm. 118. 199 Ibid. hlm 119. 



130  Istislah adalah suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.200 Istishlah merupakan term yang digunakan para ushuliyin dan fuqaha' yang berarti membina hukum fiqh dengan mewujudkan al-mashlahah al-mursalah. Sedangkan al-mashlahah al-mursalah adalah mashlahah mutlak yang tidak ada perintah atau larangannya oleh nash syari'.201 Dalam Lisan al-Arabi dijelaskan bahwa kata mashlahah adalah bentuk tungggal dari mashalih yang berarti setiap sesuatu yang bermamfa’at, baik melalui pencarian atau menghindari kemudaratan. Sedangkan dalam mu’jam al-washith disebutkan, kata shalaha, shuluhan bermakna tidak rusak, baik, bermanfa’at, atau sekedar cocok. Dalam kitab Mishbah al-Munir, kata shalah berarti baik dan benar. Menurut al-Buthy kata maslahah sama seperti kata manfa’ah, baik secara wazan atau makna 202. Dengan kata lain, kata maslahah adalah sinonim kata manfa’ah. Kata manfa’at diambil dari al-naf’u adalah lawan dari kata al-dharru. Rahmat Syafei mengartikan manfa’at sebagai “kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan” 203. Al-Razy                                                  200 Ibid.  201Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 142. 202 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy. Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah Islamiah, (Beirut: Muassisah Risalah, 2001),  hlm. 27.  203 Rachmat Syafe’i. Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.  



131  menjelaskan bahwa manfa’at adalah kenikmatan (al-lazzat) atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya, menolak kesengsaraan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya, atau kenikmatan yang diperoleh dan dijaga (tahshil wa ibqa’). Yang dimaksud dengan tahshil adalah memperoleh kenikmatan secara langsung. Sedangkan ibqa’ adalah menjaganya dengan menolak kemudharatan dan penyebabnya 204.  Imam al-Ghazali (w. 505H) menjelaskan mashlahah adalah sebuah ungkapan yang pada dasarnya berarti mengambil manfaat dan menolak mudharat. Makna mashlahah yang dimaksud bukanlah pengertian umum tersebut, karena hal itu berarti mashlahah adalah kehendak makhluk dan kebaikannya dalam menggapai maksud mereka. Yang dimaksud mashlahah menurutnya adalah menjaga tujuan syar’i dan maksud syar’i terhadap makhluk yang meliputi lima hal, yaitu; menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang meliputi pemelihara kelima tujuan dasar ini (ushul) adalah mashlahah, sedangkan setiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut disebut mafsadat, lawannya mashlahah 205. Al-Buthy (w. 1435H) menjelaskan bahwa mashalah yang dimasud oleh ulama syari’ah Islamiyah adalah; “manfa’at yang dikehendaki oleh Syari’ al-Hakim untuk para hamba-Nya yang meliputi                                                  204 Al-Razy. Al-Mahshul min Ilmi Ushul al-Fiqh, Juz 6, (Beirut: Muassisah al-Risalah, tth), hlm. 194.  205 Imam al-Ghazali. Al-Mustashfa min Ushul al-Fiqh, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 139-140  



132  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan tingkatan tertentu”206. Abu Zahrah mengatakan bahwa kemaslahatan yang diperhitungkan adalah kemaslahatan yang hakiki, yaitu dalam lima perkara: untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Karena lima hal ini merupakan tiang kehidupan yang mana manusia tidak bisa hidup selayaknya tanpa hal tersebut 207. Ia juga menjelaskan bahwa kemanfaatan atau kemaslahatan dapat dijadikan ukuran perintah dan larangan agama208. Mashlahah dalam kajian ushul fiqh dibahas dalam bab istishlah atau al-mashalih al-mursalah. Yang dimaksud dengan Istishlah atau biasa juga disebut dengan al-mashalih al-murshalah, adalah suatu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syara’ dan tidak pula dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, yang  bila dikerjakan akan memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat. Misalnya, mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara) dan mencetak mata uang sebagai alat pembayaran dan penukaran yang sah dari suatu negara dan lain sebagainya209. A.Djazuli mendefinisikan al-mashlahah al-mursalah dengan; “memberikan hukum syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan210.                                                  206 Al-Buthy. Loc. Cit.  207 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy,1958), hlm. 259.  208 Ibid.,  hlm. 70-369.  209 Alaiddin Koto.Op. Cit, hlm. 108 210 A. Djazuli. Op. Cit. hlm. 86 



133  Said Abdul Azhim mendefinisikan, mashlahah mursalah adalah “kemaslahatan yang tidak dijumpai dasarnya dalam syara’, baik yang mendukung maupun yang menolaknya” 211. Ia menjelaskan bahwa Madzhab Maliki merupakan madzhab yang paling banyak mengaplikasikan metode mashlahah mursalah dibanding dengan metode penggalian hukum lainnya yang masih diperselisihkan di kalangan fuqaha 212. Ada tiga macam kemaslahatan: a) Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah. Kemaslahatan seperti ini diakui oleh para ulama, antara lain; hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl dan hifz al-mal. b) Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara’ yang qath’i. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin al-Thufi dari mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang zhanni,  terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. c) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama 213. Imam al-Syathibi (w. 790H) memberikan persyaratan-persyaratan penggunaan mashlahah mursalah, yaitu:                                                   211 Said Abdul Azhim. Ibnu Taimiyah, Pembaruan Salafi & Dakwah Reformasi, terj. Faisal Saleh dan Khoerul Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 92. 212 Ibid. 213 Ibid. 



134  a) Mashlahah mursalah tidak boleh bertentangan maqashid syari’ah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam  dan dalil-dalil juz’i yang qath’i wurud  dan dalalahnya. b) Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga diyakini bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan. c) Kemaslahatan tersebut bersifat umum. d) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.214 ‘Abid ibn Muhammad al-Sufyani, setelah mengemukakan definisi mashlahah menurut al-Ghazali (w. 505H), al-Thufy (w. 716H), al-Syathibi (w. 790H), Syalaby dan Husein Hamid Hasan, menyimpulkan bahwa pengertian-pengertian yang dikemukan oleh para ahli tersebut memberikan batasan  tentang metode memahami mashlahah yaitu bahwa mashlahah yang diharuskan pelaksanaannya adalah mashlahah dalam pandangan syar’i, akal bukanlah pembuat hukum (syari’). Akal tidak memiliki kebebasan dalam menetapkan mashlahah. Mashlahah yang diperkenankan Islam hanyalah mashlahah yang didasarkan kepada syara’, yang dapat dilihat pada nash-nash yang ada, dan bila tidak ada nashnya, kaum muslimin sepakat bahwa kemaslahatan tersebut tertolak 215.  Penjelasan-penjelasan di atas menggambarkan, antara lain: pertama, akal bukanlah pembuat syari’at. Beragama dengan akal semata berarti                                                  214 Ibid., hlm. 87  215 ‘Abid ibn Muhammad al-Sufyani. Al-Tsabat wa al-Syumul fi al-Syari’at al-Islamiyah, (Mekkah: Maktabah al-Manarah, 1988), hlm. 418. 



135  membuat agama sendiri, seperti layaknya filsafat, ideologi (seperti kapitalisme, sosialisme dan lainnya) atau agama ardhi (seperti agama Hindu, Budha dan sebagainya). Sedangkan agama samawi mestinya berdasarkan wahyu atau nash-nash yang ada; Kedua, Seluruh ajaran Islam memiliki hikmah atau tujuan tertentu. Sekalipun nash-nash yang ada ketika menjelaskan perintah, larangan dan sebagainya, terkadang tidak mengungkapkan secara jelas. Dibutuhkan pemikiran dalam pengungkapannya untuk memperkuat keimanan dan motivasi pengamalan syari’at. Ketiga, kemaslahatan yang tidak terdapat nashnya secara khusus, dapat dikembalikan kepada nash umum (dalil-dalil kulli). Bila hal itu tidak dijumpai, berkemungkinan disebabkan keterbatasan akal dalam menggali hikmah tersurat dan tersirat dari Allah, atau bisa jadi hal itu bukanlah hal yang mendatang kemaslahatan di sisi Allah. Yang terakhir ini, tidak ada perintah nash untuk mengikutinya (bukan bagian dari syari’at). Kalangan Malikiah dan Hanabilah membolehkan beristidlal dengan al-mashlahah al-mursalah, sedangkan kalangan Syafi'iah, Zhahiriah dan Syi'ah tidak membolehkannya. Di antara contoh penggunaan al-mashlahah al-mursalah dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dinisbahkan kepada Imam Malik berikut; a) Boleh menghukum tersangka pencurian dan pembunuhan berdasarkan pengakuannya. b) Boleh membunuh kaum zindiq sekalipun ia mengucapkan syahadat. 



136  c) Boleh memakan daging unta, sapi atau kambing sebelum dibagi, bila memang sangat butuh. d) Tidak wajib seorang ibu menyusukan anaknya yang dikhawatirkan akan membahayakannya. 
6) Sadd al-Zari’ah Secara harfiyah, sad al-zari’ah terdiri dari dua kata: sad yang artinya penghalang atau sumbat, dan zari’ah yang artinya jalan. Dalam peristilahan ushul fiqh sad al-zari’ah dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kepada kerusakan atau maksiat. Umpamanya, dilarang berkhalwat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk mencegah atau menghambat kemungkinan terjadinya perbuatan zina antara keduanya.216  Djazuli menjelaskan Sad al-Zari’ah banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah, walaupun pemikiran secara praktis kita dapatkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi’i. Zari’ah artinya washilah (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud Zari’ah disini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, dan cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya pun adalah wajib pula, sesuai dengan kaidah:                                                  216 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh...Op. Cit, hlm. 113   



 ;Hukumnya wasilah (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.”217 Umpamanya, shalat jum’at adalah wajib, meninggalkan jual beli pada waktu shalat jum’at demi untuk melaksanakan shalat jum’at adalah wajib pula, haji adalah wajib, maka usaha yang menuju kepada terlaksananya ibadah haji adalah wajib pula.218 Tujuan penetapan hukum melalui metode sad al-zari’ah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Metode ini dapat disebut sebagai metode preventif, mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.219 Beberapa kaidah yang didasarkan pada sadd al-zari’ah antara lain“  للوسائل حكم المقاصد  137
Kaidah pertama, suatu zari'ah (wasilah) dilarang atau diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan. 220سد الذريعة و فتحها منوط بالمصلحة   

Kaidah kedua, sesuatu yang dapat menghantarkan kepada yang haram dihukumkan haram. 221مايفضي إلى الحرام حرام  Hal ini sejalan dengan kaidah :                                                  217 A. Djazuli,  Ilmu Fiqh: penggalian..., Op. Cit. h. 98 218 Ibid.  219 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh...Op. Cit, h. 114 220Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 144. 221Muhammad al-Ruki. Op. Cit, h. 145. 



 .Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itupun diharamkan”. Oleh karena itu, setiap wasilah yang dapat menghantarkan mukallaf kepada hal-hal yang diharamkan dan mendatangkan kemafsadatan, maka hukumnya sama dengan hukum yang menjadi tujuannya (maqashid), sekalipun hukum asal dari perbuatan itu dibolehkan (mubah)“  222 ما ادى الى الحرام فهو حرام  138
Kaidah ketiga, sesuatu yang dapat menghantarkan kepada yang makruh dihukumkan makruh. 
Kaidah keempat, sesuatu yang amat menentukan dalam pelaksaan hal yang wajib dihukumkan wajib. 
Kaidah kelima, sesuatu yang amat menentukan dalam pelaksaan hal yang mandub dihukumkan mandub. 
Kaidah keenam, orang yang menginginkan sesuatu sebelum waktunya dihukumkan haram. 
Kaidah ketujuh, orang yang berusaha mengurangi sesuatu agar tidak dikenai kewajiban, maka usahanya itu tidak diterima (tidak sah). 
Kaidah kedelapan, kesalahan hakim dalam keputusannya, dibayar sanksinya dengan harta dari bait al-mal.                                                    222 H. A Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. ke-2, hlm. 32. 



139  7) Al-Istiqra'. Penggunaan metode istiqra’i telah dilakukan oleh Imam Syathibi. Ia menggunakan metode ini dalam membahas tujuan syara’ (maqashid Syari’ah). Dalam hal ini, ia menjellaskan; ...فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص...  ...Diantara tujuan syara’ disebutkan oleh nash atau diisyaratkan olehnya, dan diantaranya ada yang diketahui melalui dalil lain dan dengan cara istiqra’i dari nash-nash tersebut...223 Istiqra’ adalah menyelidiki kasus-kasus parsial (juz’i) guna memperoleh kesimpulan umum yang melingkupi semua kategori turunannya (furu’). Istiqra’ terbagi kepada dua, yaitu; istiqra’ tam dan istiqra’ naqish. Perbedaan keduanya terletak pada kasus-kasus yang diselidiki. Istiqra’ tam dengan menyelidiki seluruh kasus dan disepakati ulama kehujjahannya. Ia memberikan pemahaman qath’i dalam penetapan hukum. Istiqra’ naqish menyelidiki mayoritas kasus, diperselisihkan ulama kehujjahannya dan tidak qath’i.224 Selanjutnya Imam Syathibi mengungkapkan kaidah; 223                                                   .إذ صار ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه Imam Abu Ishaq al-Syathibi. al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, tahqiq Muhammad ‘Abdullah Darraz, juz 3, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, tt), h. 139. 224 Abdul Hayy Abdul ‘Al. Op. Cit, h. 310-311. 



140  Jadi, suatu hukum yang ditetapkan secara istiqra’i dari keumuman makna dalil seperti nash dalam bentuk umum. Maka tidak diperlukan lagi nash khusus untuk itu. 225 d. Al-Taq'id bi al-Tarjih.  Secara etimologis kata at-tarjih ( ُ�Hْzِ ْ̀ َّnJَا) ) adalah bentuk masdar dari kata rajjaha (  َ�zََر) yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya, memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain.  Definisi tarjih secara terminologis (istilah) Al-Baidhawi mendefinisikan tarjih adalah: “Menguatkan salah satu tanda (dalil) untuk dapat diamalkan”226. Tarjih tersebut tidak mungkin terjadi kecuali pada dua dalil yang bertentangan secara nalar fiqh, apabila dalam satu masalah terdapat dua dalil yang saling bertentangan maka usaha yang harus dilakukan adalah mencari indikator dan faktor pendukung yang akan memperkuat salah satu dari keduanya agar bisa diamalkan. Tarjih itu mungkin saja terjadi pada hukum-hukum yang bersifat juz’i (parsial) atau pada hukum yang bersifat kully (umum), dan inilah yang dimaksud dengan tarjih sebagai taq’id (sumber Kaidah). Berikut ini ada beberapa contoh dalil-dalil yang bertentangan dalam satu masalah:                                                  225 Imam Abu Ishaq al-Syathibi. Op. Cit, Juz 4, h. 65 226AbiMuhammad Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi. Syarh al-Asnawi Nihayatu as-Saul Syarh Minhaju al-Wushul ila ilmi al-Ushul al-Baidhawi, juz 3, (Kairo: Maktabah Ali Shabih, tt), h. 155. 



141  a) Hukum mengumpulkan dua saudara perempuan apabila keduanya hamba sahaya seperti pertanyaan yang disampaikan kepada Usman Ibn Affan r.a, apakah hukumnya halal atau haram.   ٍهُ عَنْهُ عَنِ الأُخْتـَينِْ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ : عَنْ قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبانَ رَضِىَ اللرَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَف َنـَهُمَا فَـقَالَ عُثْمَانُ أن هُمَا آيةٌَ وَأمَا أنَاَ فَلاَ أُحَب أنَْ : رَضِىَ اللهُ عَنْهُ هَلْ يجُْمَعُ بَـيـْ هُمَا آيةٌَ وَحَرمَتـْ لَوْ  : فَـقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-أَصْنَعَ هَذَا قاَلَ فَخَرجََ مِنْ عِنْدِهِ فَـلَقِىَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النبىِ أَحَلتـْ   .Artinya: …dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.(QS. An-Nisaa’ : 23) Pada dua dalil di atas terdapat pertentangan hukum antara halal dan haram atau boleh dan tidaknya menikahi saudara perempuan apabila ia                                                  227Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi (selanjutnya disebut Imam al-Baihaqi). Al-Sunan al-Kubra, Juz 7, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma’arif, 1344 H), hlm. 163. Lihat juga Malik ibn Anas Abu Abdillah al-Ashbahi (selanjutnya disebut Imam Malik). Muwaththa' al-Imam Malik, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h. 538. Imam al-Syafi'i. Musnad al-Syafi'i, Juz 1,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, T.th), hlm. 288 وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف : Artinya :  atau dengan perempuan hamba sahayanya, mereka sama sekali tidak tercela.(QS. Al-Mu’minun : 6) Sedangkan pada ayat lain dipahami bahwa hukumnya adalah haram seperti firman Allah او ماملكت ايمام فام غير ملومين : Dalil yang membolehkannya adalah   227 .أرُاَهُ عَلِى بْنَ أَبىِ طاَلِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ثمُ وَجَدْتُ أَحَدًا فَـعَلَ ذَلِكَ لجَعََلْتُهُ نَكَالاً قاَلَ مَالِكٌ رَحمِهَُ اللهُ قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ لىِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ 



142  berstatus sebagai hamba sahaya.Para fuqaha’ dalam hal ini lebih cenderung mentarjih ayat yang mengharamkan tersebut agar lebih berhati-hati dan juga disebabkan oleh sahabat yang juga tidak membolehkan untuk mengumpulkan keduanya. b) Masalah bersenang-senang dengan istri yang dalam keadaan haid. Dalam hal ini terdapat ada dua hadits, yaitu: فىِ  جَامِعُوهُن  رَ  شَىْءٍ  الْبـُيُوتِ،وَاصْنـَعُواكُل   .Hadits yang pertama membolehkan segala-galanya kecuali jima’, sedangkan hadits yang kedua hanya membolehkan bersenang-senang dengan batas  (dari pinggang ke atas). Para fuqaha’ mengambil sikap untuk lebih mentarjih hadits yang kedua dengan tujuan untuk kehati-hatian, dan meninggalkan sesuatu yang mubah untuk menghindarkan yang haram. c) Hamba sahaya yang kepemilikannya berkongsi antara dua orang atau lebih apakah hamba sahaya itu halal diwatha’ atau haram.Para fuqaha’ lebih memilih haram untuk digauli ketimbang membolehkannya.                                                  228Imam al-Baihaqi.Op. Cit, Juz 1, hlm. 313. Lihat juga Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani (selanjutnya disebut Imam Abu Daud). Sunan Abi Daud, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm. 107  الفخذين اوالركبتين تحتجز بهالنبي ص م كان يباشر المراة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الي انصاف  حديث ميمونة ان .Artinya: (pergaulilah mereka di dalam rumah (jangan karantinakan) dan lakukan segala-galanya kecuali jima’)  228النكَاحَ  غَيـْ



143  d) Apabila sebuah pohon sebagiannya berada pada tanah haram sedangkan sebagian yang lain pada tanah halal, para fuqaha lebih memilih haram untuk dipotong ketimbang membolehkannya. Pada empat contoh di atas kita melihat adanya dua dalil yang berlawanan dan para fuqaha’ lebih mentarjih hukum larangan untuk kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan berdasarkan penelusuran (istiqra’) masalah-masalah parsial di atas para fuqaha’ memutus sebuah Kaidah yang berbunyi: 229الحرام غلب الحرام و الحلال إذااجتمع   Apabila berkumpul yang halal dan yang haram maka yang haram harus di kedepankan. اذا اجتمع الحظر والاباحة كان الحكم للحظر Apabila berkumpul antara larangan dan kebolehan maka hukumnya untuk larangan. Tarjih itu apabila sudah dilakukan, wajib untuk diamalkan berdasarkan kepada dalil-dalil berikut ini : a) Kesepakatan sahabat dan ulama salaf sesungguhnya mereka apabila menemukan dua dalil yang berlawanan, mereka pasti akan mentarjih mana yang lebih mereka anggap lebih kuat untuk diamalkan. Contoh :                                                  229 Ibn Nujaim. Al-Asybah wa al-Nazhair, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), hlm. 109. Lihat juga Imam al-Suyuthi. Al-Asybah wa al-Nazhair, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1403H), hlm. 105. 



144  i. Tarjih mereka terhadap hadits ‘Aisyah r.a tentang khabar wajibnya mandi apabila bertemu dua kemaluan (jima’), atas hadits Abu Hurairah yang hanya mewajibkan mandi jika keluar mani.  ْ�|َ  ِّ�ِ�َّIJا {َّp[َ  ُ أقَْضِي بمِاَ فيِ  : كَيْفَ تَـقْضِي ؟ قاَلَ : أنَ النبيِ صلى االله عليه وسلم لَما بَـعَثهَُ قاَلَ لَهُ : عَنْ مُعَاذٍ  :barang siapa yang junub di pagi hari maka tidak ada puasa baginya. b) Mentarjih antara dua dalil adalah aktifitas yang merupakan bagian dari ijtihad, sementara ijtihad dianjurkan berdasarkan kepada banyak dalil seperti hadits Muaz bin Jabal “   231لَهُ  صَوْمَ  فَلاَ  جُنُبًا أَصْبَحَ  مَنْ  يَـقُولُ  أبَاَهُريَْـرةََ  إِنii. Tarjih para sahabat terdapat hadits Aisyah tentang Nabi saw memulai puasanya dalam keadaan junub, ketimbang hadits Abu Hurairah yang mengatakan:     230اG]َJْءِ  ِ_�ْ  اG]َJْءُ  إنََِّ[Gَb Gلَ  أنfََُّ  وfHَْp|َ  َ£َّp�ََِ  اللهَّ فإَِنْ : أقَْضِي بِسُنةِ رَسُولِ االلهِ ، قاَلَ : اءَك أمَْرٌ ليَْسَ فيِ كِتَابِ االلهِ ، قاَلَ فإَِنْ جَ : كِتَابِ االلهِ ، قاَلَ  الحَْمْدُ للِهِ الذِي وَفقَ رَسُولَ رَسُولِ االلهِ : أَجْتَهِدُ رأَيِْي ، قاَلَ : لمَْ تَكُنْ سُنةٌ مِنْ رَسُولِ االلهِ ؟ قاَلَ     .’Artinya:                                                   230Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut Imam Muslim). Shahih Muslim, Juz 2, (Riyadh: Dar Thaibah, 2006), hlm. 249. Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’i (selanjutnya disebut Imam al-Nasa’i), Sunan al-Nasa’i bi Syarh al-Suyuthi wa Hasyiah al-Sanadi, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1420H), hlm. 333. 231Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 53, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1999), hlm. 253. 232 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Sya’b al-Iman, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1410H), hlm. 239; Lihat juga Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi (selanjutnya disebut Imam al-Baihaqi). Al-Sunan al-Kubra, Juz 5, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma’arif, 1344 H), h. 358. Imam al-Turmuzi. Jami’ al-Shahih Sunan al-Turmuzi, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, t.th), hlm. 616; Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 36, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 333; Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), hlm. 330; Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Darimi. Sunan al-Darimi, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.th), hlm. 40; Al-Bani menilai hadits ini dha’if. Sedangkan al-Qahthani menilai hadits ini hasan dan menurutnya hadits ini diterima di kalangan fuqaha 232.صلى االله عليه وسلم



145   "Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasululloh SAW, ketika mengutusnya ke Yaman Bersabda: "bagaimana kamu menetapkan hukum jikadiajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Rasulullah berkata:"jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ? Muadz menjawab: "saya akan memutus berdasarkansunnah Rasulullah. Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam sunnahRasulullah, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagiAllah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (muadz) dalam hal yangdiridhoi oleh Rasulullah.  Al-Amidi (w. 631H) mengatakan wajib beramal dengan hadist Muaz bin Jabal karena hadist tersebut  menunjukkan pada ketertibannya yaitu mendahulukan al-Qur’an, kemudian sunnah, kemudian baru melakukan ijtihad. Ini semua menunjukkan bahwa mengamalkan pendapat yang rajih (kuat) adalah satu keharusan (wajib). c) Mengetahui hukum syar’i dalam suatu persoalan adalah wajib, apabila untuk mengetahui hukum itu hanya bisa dengan tarjih, tarjih menjadi wajib sesuai dengan kaidah £ncMG_ ozاOJا Mإ fL O�j oz233وا d) Dalil akal atau logika, al-Amidi berkata : ء¥\�JGj G�zرا �HpHJZJا Zhن اG¦ اذا �zا`JGL y]�Jا £�JO\�L نO�zOc  Apabila diketahui mana yang kuat diantara dua dalil maka akal mengharuskan untuk mengamalkan yang kuat. Rasulullah Saw bersabda                                                  233Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani. Ushul al-Fiqh al-Musamma Ijabat al-Sail Syarh Bughyat al-Amal, Juz 1,  (Beirut Muassasah al-Risalah, 1986),hlm. 286. Lihat juga  Imam al-Syaukani. Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul, Juz 2, ( Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999), hlm. 194. Imam al-Subki. Al-Asybah wa al-Nazhair, Juz 1, ( Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, 1991),hlm. 138. 



146  �mh الله ZI|O�j GImh نO]pm]Jراء ا G_  Tarjih itu kalau diamati secara baik maka ia adalah bagian dari Qiyas. Beberapa contoh kaidah fiqh yang didasari oleh tarjih : 
1) Kaidah Pertama, ¨xم ا�Z\_ {p| £|234ا�  Yang lebih khusus didahulukan daripada yang lebih umum.Apabila bertentangan antara yang khusus (   صGªJا  ) dengan yang umum مG�Jا( ) baik dalam persoalan ibadah, muamalah atau tradisi, didahulukan yang lebih khusus daripada yang lebih umum. Beberapa contoh penerapan kaidah ini, antara lain: a) Apabila seseorang yang ingin sholat dan ia tidak memiliki kecuali antara dua pakaian yang terlarang yaitu pakaian yang bernajis dan pakaian dari terbuat dari sutera, hendaklah ia sholat dengan pakaian yang terbuat dari sutera bukan dengan yang bernajis sebab larangan memakai pakaian yang bernajis khusus dalam sholat saja, maka menjauhi yang lebih khusus didahulukan dari yang lebih umum. b) Apabila seorang yang sedang ihram tidak memiliki makanan selain bangkai dan binatang buruan, maka hendaklah ia memakan binatang buruan khusus bagi yang sedang haji saja, maka menjauhi yang lebih khusus itu didahulukan daripada larangan yang lebih umum 
2) KaidahKedua,                                                  234Imam al-Qarafi. Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anqau al-Furuq, Juz 1,  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 356.  



�Hak hamba Allah lebih didahulukan daripada hak Allah”. Kaidah ini sejalan dengan kaidah yang dikemukakan oleh al-Qarafi berikut: £cZ\r «h Z“ حقوق العباد مقدم علي حقوق االله عزوجل  147�Jا {p| «h الله {JG�r235   «h Z��Jم اZ\_ fnzG�J236    َi]ََnzْإذَاا  َ̀ hَْإذَا أ G]َHِj َّMإ fِِذِْن¬ِL ُهGَI�ِِJ {َJG�ََr ِ �hَ {َp|َ fِzِGَHِnhْMِ Zِ»ِّ اللهَّْ�َJْا ُّ«hَ َم ِّZُb ِنGَّ\�َJْا fِgِpْ_ِ �ِj َمَ و  �ْ_ِ ُfَّلُ إنOُ\َc �ْ_َ £ُْ�Iْ_َِو،{َJG�ََr ِ َّ ِ̄  Gًّ\hَ ُfُJG�َْإر oَzََو ZٌHْ[َ ُfُp�ِ ْ̀ ُc َِ�اJَو �ِHzِ ْ̀ َّnJا Mَ G]َُ�َIHَْL iِ]ْqَJْبِ اGَL  ُiHvَِcMَ fٍzَْو {َp|َ237   Di antara hukum furu’ dari Kaidah ini adalah : a) Apabila berbenturan antara membayar zakat dengan membayar hutang,  membayar hutang lebih didahulukan dari membayar zakat karena hutang adalah hak seorang hamba. b) Apabila berbenturan antara kifarat (denda) dengan hutang maka hutang didahulukan daripada membayar kifarat, sementara kifarat bisa diganti dengan puasa. 
3) Kaidah Ketiga, مالا بدل منه مقدم على ما منه بدل Sesuatu yang tidak ada ganti didahulukan dari sesuatu yang bisa digantikan.                                                  235Imam al-Qarafi. Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anqau al-Furuq, Juz 2,  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 331. 236Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad Makki al-Husaini al-Hamqi al-Hanafi. Ghumzun 'Uyun al-Bashair Syah KitabAl-Asybah wa al-Nazhair,  Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1985), hlm. 289. 237Ibn Nujaim. Al-Asybah wa al-Nazhair, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), hlm. 392. 



148  Contoh : apabila seseorang keluar darah dari hidungnya di awal waktu dan diperkirakan tidak akan berhenti kecuali pada akhir waktu sebagai waktu dharuri, boleh baginya menunda shalat sampai batas waktu dharuri. Sebab waktu awal masih ada ganti sementara waktu dharuri sudah tidak ada ganti lagi. 
4) Kaidah Keempat, القرباء مقدمون على الاقويء فى الارث Dalam masalah warisan keluarga dekat lebih didahulukan dari pada keluarga yang kuat (  ءGcObا ) Yang dimaksud dengan ءGL`bdalam warisan adalah keluarga dengan hubungan terdekat seperti anak lebih dekat dari cucu, sedangkan ( ءGcObا ) adalah hubungan keluarga dari sisi bapak dan ibu seperti saudara kandung lebih kuat dari saudara sebapak, dan paman kandung lebih kuat dari paman sebapak. Kaidah lain yang sejalan dengan : ان القوة اذا تعارضت مع الضعف قدم الوارث القوى على الضعي ان القرب والعبد اذا تعارضا قدم القرب على العبيد  
5) Kaidah Kelima, الكثرة تقدم على الرفعة Banyaknya jumlah lebih didahulukan daripada bobot dan nilai.  



149  Kaidah ini berkaitan dengan persoalan ibadah, karena di antara ibadah ada yang disifati dari sisi nilai dan bobotnya, jika keduanya bertentangan maka yang didahulukan adalah yang jumlahnya banyak. Beberapa contoh penerapan kaidah ini, antara lain: a) Sholat dengan jumlah 4 rakaat dengan bacaan yang agak pendek lebih di utamakan daripada sholat dua rakaat meskipun dengan bacaan yang lebih panjang. b) Menghadiahkan/menyumbangkan dua ekor unta meskipun agak kurus lebih diutamakan daripada satu ekor unta yang gemuk dengan modal yang sama. c) Memerdekakan banyak budak dengan harga tertentu lebih diutamakan dari seorang budak yang berkualitas dengan harga yang sama. 
6) Kaidah Keenam, المضيق مقدم على الوسع Kewajiban dengan waktu terbatas lebih didahulukan dari kewajiban dengan waktu yang longgar.  Apabila berbenturan antara dua kewajiban salah satunya dengan waktu terbatas,ia harus didahulukan diantara furu’. Kaidah ini diungkapkan oleh Imam Al-Maqarry: Seseorang lupa mengerjakan satu shalat dan ia baru teringat ketika batas akhir waktu wukuf, bila ia mengerjakan shalat yang tertinggal akan menyebabkan ketinggalannya,  mengerjakan wukuf lebih didahulukan sebab wukuf waktunya sempit sementara mengqadha shalat waktunya lapang. 



150  Berdasarkan penjelasan di atas, maka Ushul dan Metode Taq’id para ulama dapat dilihat pada tabel berikut;                               TABEL III.1 
PERBANDINGAN 

USHUL WA THURUQ AL-TAQ’ID 
PARA ULAMA   NO USHUL WA 

THURUQ  
AL-TAQ’ID 

 
PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA 1 Diambil dari Nash Ayat al-Qur’an Yahya Sa’idy Al-Ruki Thalafahah Usamah Al-Bahisin 2 Diambil dari Hadits Yahya Sa’idy Al-Ruki Thalafahah Usamah Al-Bahisin 3 Diistinbathkan dari nash Yahya Sa’idy Al-Ruki --- Usamah Al-Bahisin 4 Perkataan Sahabat --- Al-Ruki Thalafahah Usamah Al-Bahisin 5 Perkataan Tabi’in --- --- Thalafahah Usamah Al-Bahisin 6 Bersumber dari Nash ulama Yahya Sa’idy --- Thalafahah Usamah Al-Bahisin 7 Dikeluarkan dari kitab Fiqh Yahya Sa’idy --- --- --- --- 8 Dikeluarkan dengan Qiyas Yahya Sa’idy Al-Ruki --- --- Al-Bahisin 9 Dikeluarkan dengan Istishhab Yahya Sa’idy Al-Ruki --- --- Al-Bahisin 10 Dikeluarkan dengan Istishlah Yahya Sa’idy Al-Ruki --- --- --- 11 Dikeluarkan dengan Aqallu Ma Qila  ---  Al-Ruki  ---  ---  --- 12 Dikeluarkan dengan Syar’u Man Qablana  ---  Al-Ruki  ---  ---  --- 13 Dikeluarkan dengan al-Zari’ah --- Al-Ruki --- --- --- 14 Dikeluarkan dengan Tarjih Yahya Sa’idy Al-Ruki --- --- Al-Bahisin 15 Dikeluarkan Dengan Istiqra’ Yahya Sa’idy Al-Ruki --- Usamah Al-Bahisin 16 Dikeluarkan Dengan Pertimbangan akal  ---  ---  ---  ---  Al-Bahisin    



151   4. Perbedaan Ulama dalam Merumuskan al-Qawaid al-Fiqhiah dan 

Pengaruhnya terhadap Istinbath Hukum.  Taq'id fiqhiah memiliki peran penting dalam merumuskan kaidah-kaidah fiqh (Qawa'id Fiqhiah), dan Qawa'id Fiqhiah sangat penting di dalam proses istinbath hukum. Kaidah fiqh baik secara istiqara'i atau istinbathi dirumuskan berdasarkan nash atau dalil (al-nushush atau adillat al-Ahkam). Misalnya, kaidah fiqh yang bersumber dari nash sebagai bentuk Jawami' al-Kalam atau Jawami'al-Ma'ani, yaitu; GھZ[G\]L رO_Mا  Artinya:   "Suatu amal dinilai dari maqashid (tujuan atau niat) nya". Kaidah di atas berdasarkan pada hadis Rasulullah; �| `]| �L بG�ªJل  اGb :لGb لOالله ر� {p[ الله fHp|  £pو� :»G]ل إنG]|ت ا�GHIJGL...238     Artinya:  Dari Umar ibn al-Ktatthab ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda; "Sesungguhnya perbuatan itu hanya dinilai berdasarkan niat".                                                  238 Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Basti (selanjutnya disebut Imam Ibn Hibban), Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban, Juz 2, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993), h. 267. Lihat juga Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani (selanjutnya disebut ImamAbu Daud). Sunan Abi Daud, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), h. 118. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah al-Bukhari (selanjutnya disebut Imam Bukhari). Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanih wa Ayyamih, Juz 1, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422H), h. 3. Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi (selanjutnya disebut Imam al-Baihaqi). Al-Sunan al-Kubra, Juz 1, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma’arif, 1344 H), h. 41. Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani (selanjutnya disebut Imam al-Thabrani). Al-Mu'jam al-Ausath, Juz 1, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415H), h. 143.  Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini. Sunan Ibnu Majah, Juz 12, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 274. 



152  Berdasarkan nash dan kaidah fiqh ini para fuqaha' menetapkan niat sebagai rukun dalam berbagai ibadah. Artinya, tidak sah suatu ibadah bila tidak disertai dengan niat. Sebagai contoh, dalam ibadah shalat disepakati oleh kalangan Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah sebagai rukun shalat.239 Berbeda dengan kalangan Hanafiah yang menyatakan niat bukanlah rukun dan bukan syarat sah khusus untuk shalat, melainkan mustahab.240 Salah satu kaidah yang masyhur di kalangan ulama misalnya: 241 ربا فهو نفعا جر قرض كل  Artinya:  "Setiap hutang yang mengambil mamfaat (tambahan) adalah riba".  Kaidah ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib dan Fadhallah ibn Ubaid, dikeluarkan oleh Imam Malik, al-Baihaqi, al-Thahawi, Ibn Abi Syaibah, dan al-Shan'ani:  ْةَ فَضَا عَنصَاحِبِ  عُبـَيْدٍ  بْنِ  ل  ِبىهُ  -وسلم عليه االله صلى –النَقاَلَ  أن : قَـرْضٍ  كُل  فَعَةً  جَر  .Artinya:                                                   239 Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiah. Al-Mausu'ah al-Fiqhiah al-Kuwaitiah, Juz 27, (Mesir: Dar al-Shafwah, 1404-1427H), h. 62. 240 Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. Al-Bahr al-Raiq Syarh al-Daqaiq, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 291. Menurut Ibnu Nujaim, hadits di atas Zhanni al-Tsubut (karena hadits ahad), dan hanya dapat menunjukkan hukum sunnat atau istishab. Ibid., h. 27. Bagi kalangan Hanafiah, hukum fardhu hanya dapat ditetapkan bila hukum tersebut didukung oleh nash yang qaht'i.   241 Yahya Sa'idi. Op.Cit, h. 195. Lihat juga Imam al-Muqri. Al-Kulliat al-Fiqhiah, (Tunisia: al-Dar al-Arabiah li al-Kitab, 1997), h. 157. 242 Imam al-Baihaqi. Op. Cit, Juz 5, h. 350    242الرباَ وُجُوهِ  مِنْ  وَجْهٌ  فَـهُوَ  مَنـْ



153  Dari Fadhallah ibn Ubaid, sahabat Nabi Saw, sesungguhnya Nabi bersabda;"Setiap hutang  yang mengambil mamfaat (tambahan) merupakan salah satu jenis riba" . Hadits ini digunakan oleh kebanyakan fuqaha' untuk menjelaskan riba  al-Qardh.243 Yahya Sa'idi menjelaskan bahwa telah menjadi ijma' ulama bahwa setiap hutang yang disyaratkan padanya penambahan dihukumkan haram. Sebagian ulama menolak kaidah di atas karena hadits yang menjadi sandarannya dhaif  seperti penilaian Ibnu Hajar dalam kitab Bulugh al-Maram.244 Berbagai penjelasan di atas mengantarkan kepada kesimpulan bahwa perbedaan dalam perumusan dan penggunaan kaidah di kalangan ulama akan melahirkan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut oleh al-Ruki dinilai berawal dari metode dan ushul al-Taq'id. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya karya di bidang Qawa'id Fiqhiah di kalangan ulama mazhab dan ulama kontemporer yang melahirkan sangat banyak kaidah. Sebagian dari kaidah itu disepakati oleh para fuqaha' dan dinyatakan sebagai kaidah pokok (al-Qawaid al-Asasiah), namun sebagian lainnya tidak disepakati.                                                     243 Imam al-Mawardi. Al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'I, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), h. 246.  244Ibnu Hajar al-Asqalani. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, (Semarang: Karya Toha Putera, t.th), h. 327. Fahmi Huwaidi menolak keharaman bunga bank yang didasarkan kepada hadits ini. Ia menyatakan bahwa hadits ini dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Lihat Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 395. 
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